
a. bahwa dulam rangka peningkatan kualitas 
pe nera pu n ~istem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), pcr l u disusun pedoman pengelolaan risiko 
di lingkungan Pcrnerintah Kabupaten Pemalang; 

b. bahwa berdusarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pcmcriritah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah, 
Pimpin.ui l n st an si Pemerintah wajib melakukan 
periilaiun ri si ko: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaks ud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah 
Kabupa ten Pcmulang; 

1. Undang-Lud.ing Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembent.ukun Ducrah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin taha n Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbarun Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Ci ptu Kcrja Menjadi Undang-Undang 
(Lernbarun \c~ara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Ta mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 68651 
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3. Peraturan Perne rintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Pcnet.apan Mulai Berlakunya Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sis tern Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
6041); 

6. Peraturan Mcn te ri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Ta ta Cara Perencanaan Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pcmbanguna Jangka Menengah 
Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pernbangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Mcn te ri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 ten tung Pembinaan Dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 ten tang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 
2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 44 l); 

9. Peraturan Sadan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 
Pengcndalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada 
Kemeruerian Lcrnbaga/ Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Duer ah Kabupaten Pemalang Nomor 13 
Tahun 201 b ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daer ah Kabupaten Pemalang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 
14) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daeruh Kabupaten Pemalang Nomor 14 
Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daer ah Kabupaten Pemalang (Lembaran 
Daerah Kabupatcn Pemalang Tahun 2020 Nomor 

14)/' 

- 2 - 
jdih.pemalangkab.go.id



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat.i sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang me mimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Ka bu pu ten Pemalang. 
6. Sistem Pengendalian Intern Pcrne rintah vang selanjutnya disingkat SPIP 

adalah Sis tern Pengendalian In tern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemer intah Daerah. 

7. Pengelolaan Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan 
proses yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah untuk 
mengkoordinasikan, mengidern ifikasi, dan mengelola risiko. 

8. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan 
memberikan dampak negatif pada pe ncapaian tujuan Pemerintah Daerah. 

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnva disingkat UPR adalah unit kerja yang 
bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko. 

10. Unit Pengawasan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko pada UPR di lingk ngan Pemerintah Daerah. 

11. Identifikasi Risiko adalah proses mcnetapkan apa, dimana, kapan, 
mengapa, dan bagaimana sesuatu dupa i tcrjadi sehingga dapat berdampak 
negatif terhadap pencapaian tujuan. 

12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah 
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan 
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. 

13. Evaluasi Risiko adalah proses pembandingan antara level risiko yang 
ditemukan selama proses analisis dcngan kriteria risiko yang ditetapkan 
sebelumnya dan dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan 
keputusan berdasarkan hasil a nali si s ri siko. 

14. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam 
upaya mewujudkan tujuan dan sasara n yang dikehendakinya. 

15. Toleransi Risiko adalah tingka i.an at au jumlah suatu risiko untuk dapat 
diterima oleh organisasi per sat uan risiko secara spesifi1 I 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PEMALANG 

Menetapkan 

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Pcnyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupatcn Pemalang; 

MEMUTUSKAN : 
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16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah 
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dan/ atau Perangkat Daerah. 

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan terse but telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu 
kegiatan dengan standar, re nca na, atau yang telah ditetapkan dan 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumcn perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tah un. 

20. Rencana Strategis Perangkai Dae rah yang selanjutnya disebut Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pernbiayaa n serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

25. Prioritas dan Plafon Anggaran e me nt ara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prior it as dun patokan batas maksima1 anggaran 
yang diberikan kepada Perangkat Daer ah untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah 
yang digunakan sebagai dasar pelak sariaan oleh pengguna anggaran. 

27. Kebijakan dan Standar Operasiorial Prosedur yang selanjutnya disebut 
KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, 
tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan i.ahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama olch Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan diictapkan dengan Peraturan Daera11 
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ANTOSO, 1-1., M.Kn 
Pembina Ti gkat I 

NIP. 19680908 l 9803 1 003 

-- 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALA c; TAHUN 2023 NOMOR 30 
Salinan sesuai d eng aslinya 
Pit. KEPAL BAGlAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

HERIYANTO 

ttd 
cap 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 27 September 2023 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

Di tetapkan di Pemalang 
pada tanggal 27 September 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, e erintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber ita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t anggal diundangkan. 

(1) Pedoman Pengelolaan Risiko ebauaimuna dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(2) Formulir Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pemalang sebagaimana tercant dalarn L npiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal J 

Pasa1 2 
(1) Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pemalang merupakan pedoman bc1gi seluruh pejabat/pegawai untuk 
melakukan pengelolaan risiko di Lingku gan Pemerintah Kabupaten 
Pemalang dalam melaksanakan r u sa n \Yc.db/pilihan/penunjang. 

(2) Pedoman Pengelolaan Risiko sebugaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan dan pelaporan 
pengelolaan risiko. 
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B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam : 
1. mengelola risiko dalam ra ngka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah; 
2. mengindentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah 

=t 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi 
instansi pemerintah, tidak terle pas dari adanya risiko yang dapat 
berpengaruh pada pencapaian t uj uan. Risiko yang dihadapi oleh 
organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan 
organisasi tidak tercapai. Pe ngelolaan risiko merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka 
akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila 
penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan rata kelola Pemerintah juga akan 
baik. 
Penguatan SPIP merupakan sa la h sat u upaya dalam meningkatkan 
akuntabilitas Pemerintah yang mcngarah pada clean and good governance. 
Berdasarkan Peraturan Pemerin tah N omor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis 
besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam ketentuan Pasal 13 
sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
dinyatakan bahwa Pimpinan l n sta n si Pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko yaitu dengan caru mengidentifikasi dan menganalisis 
risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan 
kegiatan. 
Mendasarkan Pasal 13 ayat (1) Pe raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib rnelakukun pcnilaian risiko dan dalam rangka 
peningkatan kualitas penerapan S Pl P, diperlukan Pedoman Pengelolaan 
Risiko. 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

l~ABUPATEN PEMALANG 
PEMERINTAH LI GKUNGAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 30 TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 
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dis babkan oleh adanya penetapan 
anisa i atau kebijakan dari internal 
c rnal organisasi yang berdam pak 
dap organisasi. 
diseb kan organisasi atau pihak 
ak mematuhi dan/ atau tidak 
peraturan perundang-undangan dan 

Yan a berlaku. 

Definisi 
- --- 

Kategori 
Risiko 

- - 
Risiko yang 

Risiko kebijakan org: 
kebijakan maupun ekst 

langsung te r ha 
Risiko yang 

Risiko eksternal tid 
kepatuhan melaksana ka n 

ketentuan lain 

B. Penetapan Kategori, Kriteria Penilaian Ri iko, dan Selera Risiko 
1. Penetapan kategori risiko 

Kategori risiko diperluk u tuk menjamin agar proses identifikasi, 
analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori 
risiko di lingkungan Pernerintah Da rah antara lain : 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
A. Penetapan Konteks Pengelolaan isiko 

Konteks pengelolaan risiko pa , merintah Daerah dilakukan atas 
tujuan strategis Pemerintah Da rah, t juan strategis Perangkat Daerah 
(Entitas), dan tujuan pada tin kat kegiatan (operasional) Perangkat 
Daerah. 
1. Pengelolaan Risiko Strat gi merin tah Daerah 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko priorita: atas tujuan dan sasaran strategis 
Pemerintah Daerah yang tertua ng dalam dokumen RPJMD. 
Pengelolaan risiko strategis tingk t emerintah Daerah dilakukan oleh 
Kepala Daerah bersama akil ,,.epala Daerah, dibantu oleh Kepala 
Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah 
koordinasi UMR. 

2. Pengelolaan Risiko Strat gis Pcrangkat Daerah (Entitas) 
Pengelolaan risiko strategis erangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko priorita atas tujuan dan sasaran strategis 
Perangkat Daerah yang tert ang dalam dokumen Renstra Perangkat 
Daerah. Pengelolaan risiko stratcgis Perangkat Daerah dilakukan oleh 
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran 
manajemennya sebagai U R. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional erangkat Daerah 
Pengelolaan risiko opera ional erangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
operasional kegiatan utama Pcrangkat Daerah yang tertuang dalam 
dokumen RKA Perangk t aerah an perencanaan kerja tahunan 
Perangkat Daerah sepcrti: Pcnetapan Kinerja Perangkat Daerah 
(Perkin), dan Renja Perangkat Daerah dengan pengelolaan risiko 
strategis dan operasional tingk: t Perangkat Daerah dilakukan oleh 
masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran 
manajemennya. 
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Rating Kategori Deskripsi ~ 
1 Tidak signifikan Mcngganggu Administrasi 

--- . -- -- 
2 Rendah Mengganggu sebagian kegiatan - 
3 Besar Mcngancam sebagian program 

--- . - 
4 Luar Biasa Mengancam Organisasi secara 

k~ sel uruhan , , 

I 

Tabel 2.1 
Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko 

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai kriteria 
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi 
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 
dapat diterima maupun tingka t risiko yang tidak dapat diterima dan 
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. 
Kriteria risiko disusun pada awa l pcnerapan proses pengelolaan risiko 
dan harus ditinjau ulang secara berkala serta disesuaikan dengan 
perubahan kondisi organisasi. 'ri icria penilaian risiko terdiri dari 3 
komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan 
Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). 
a. Skala Dampak Risiko. 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak 
risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis 
dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah mcnggunakan kriteria skala 4 yaitu: 

Risiko 
kemitraan 

Risiko 
operasional 

Risiko 
reputasi 

Risiko yang disc ba bkan oleh menurunnya tingkat 
kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang 
bersumber dari pcrsepsi negatif terhadap organisasi. ------------ --- -- -- 
Risiko yang d ise babkan oleh : 
1) Ketidakcuku pan dan/ atau tidak berfungsinya 

proses internal, kesalahan manusia, dan 
kegagalan sistern; 

2) Adanva kejadian ekstemal yang mempengaruhi 
operasional organisasi. 

------+-------- --- - - - -------------------1 
Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang 
disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi 
yang dapat menganggu proses pencapaian tujuan . .._ ....__ - - - - - - 

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang 
disengaja vang merugikan keuangan negara dan 
daerah. Fraud mcliputi penggelapan aset (barang milik 
negara/ daerah a tau kas/ setara kas), korupsi (suap, 
gratifikasi, dll) sorta manipulasi laporan kinerja dan 
keuangan. 

Risiko yang discbabkan oleh adanya tuntutan hukum 
kepada organisasi. 

Risiko fraud 

Risiko legal 
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Untuk risiko yang masuk kategori fraud merupakan risiko yang 
tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam rating 
4 (luar biasa). Penilaian risiko kecurangan (fraud) akan diatur lebih 
Ian jut dengan Pera tu ran Bu pa ti. 

b. Skala Probabilitas Risiko 
Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood) 
1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan 

statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu 
(hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expertjudgement. 

2) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah 
Daerah menggunakan pcndekatan kejadian per satuan waktu, 
yakni dalam periode 5 (lima) tahun. Ada dua kriteria penentuan 
kemungkinan yaitu bcrdasarkan persentase atas 
kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 5 (lima) tahun 
dan jumlah frekuensi kcmungkinan terjadinya dalam 5 (lima) 
tahun. 

3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah =: I 

---- -- 
Kategori Rating Ope!_~sional Dampak Risiko 
Dampak Keuangan Kinerja Reputasi Hukum 

Hambatan Ada 

Tidak Kerugian kegiatan pem beritaan Sanksi teguran 
Signifikan 1 tidak ter tangani, Negatif lisan material tujuan namun tidak 

tercapai material 
Kerugian Kegiatan Negatif Pelanggaran 

Rendah 2 kecil s/ d terhambat, tersebar di biasa, sanksi 
Cukup kurang beberapa disiplin ringan 
besar efisien media lokal s/d sedang --- - - - - -- 

Negatif 
Kegiatan tersebar di Pelanggaran 

Besar 3 Kerugian sangat beberapa serius, saksi besar terharnbat. media lokal 
tidak efcktif nasional/ tertulis berat 

lokal 
-1-- --- - - 

Negatif Pelanggaran Kegiatan tersebar di Kerugian tcrhenti, beberapa serius, sanksi 
Luar Biasa 4 sangat tuju an tidak media lokal berat dengan 

besar hukuman tercapai nasional/ pidana lokal ---- -- -- 

Tabel 2.2 
Skala Dampak Risiko 

Dampak risiko dan opcrasionalisasinya dapat diilustrasikan 
se bagai beriku t : 
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Luar Rend ah Besar 

4 Hampir Pasti a Terjadi 

I 3 Kemungkinan 
Q Besar s 2 Kemungkinan 
Q.) Kecil :::c: - 1 Hampir Q.) 

~ mustahil 
terjadi/ Jarang 

Tabel 2.4 
Matriks Analisis Risiko 

Matrik Analisis Risiko Level Dampak 
l 2 3 4 

4) Penggunaan kriteria kcmungkinan ditentukan oleh pemilik 
risiko dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas 

atas kegiatan tersebut. 
b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat 

ditentukan. 
c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) 

Skala nilai risiko atau matrik risiko merupakan hasil perkalian 
rating dampak risiko dan rating probabilitas risiko yang diperlukan 
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai 
dasar pengambilan keput.usan mengenai tingkat risiko yang dapat 
diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat 
diterima (unacceptable risk). 

Tabel 2.3 
Skala Kernungkinan Risiko 

Kriteria Kemungkinan 

Tingkat Per entase Jumlah frekuensi 
kem u ngkinan kemungkinan Kemungkinan 

terjadinya dalam 1 terjadinya dalam 1 
periode periode 

--- ----- 
Hampir 

Tidak terj adi le bih dari mustahil x < 10% 
terjadi (1) 3 tahun 

Kemungkinan 
10°<1 < x s 25°/o Terjadi 1 kali dalam 3 

Kecil (2) tahun 
Kemugkinan 

25°10 < x ~ 50°/o Terjadi 1 kali dalam 2 
Besar (3) tahun 

Hampir pasti 
x > 50% Terjadi setiap tahun terjadi (4) 

--- -- - 
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~-- -- -- 
Output Taha pan 'I ahapan 

No Waktu Manajemen Pcngelola.m Pelaksana Taha pan 
Pemerintah Pengelolaan 

Dae rah Ri siko Risiko ...____ - --- 
1 Proses Proses cl. vr ah a n dan a. Ko mite a. Dokumen 

Penyusunan Penyusunan kcbijakan Eksekutif Arahan 
RPJMD (satu RPJMD rxnilaian dan 

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko 
Waktu, tahapan dan pihak terkai t dalam pengelolaan risiko adalah se bagai 
berikut: 

Tidak diperlukan tindakan 

Diambil tindakan jika manfaat 
le bih besar dari pada biaya 

Diperlukan tindakan untuk 
mengelola risiko 

Diperlukan tindakan segera 
un tuk mengelola risiko 

Tindakan yang Diambil 
- - - 

Level Risiko 
Be saran 

Risiko 
-- - 

Ekstrim (4) 12 - 16 

Tinggi (3) 6-9 

Sedang (2) 3-4 
Rendah (1) 1 - 2 

- - 

Tabel 2.6 
Sclcra Risiko 

3. Penetapan Selera Risiko dan Tolcransi Risiko 
Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari 
pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan 
pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. 
Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/ atau 
kuantitatif. 
Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni 
batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level 
Dampak Risiko yang dapat ditcrima, sebagaimana dituangkan pada 
Kriteria Risiko. 
Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut: 
a. Risiko pada level rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan 

proses mitigasi risiko; 
b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih 

besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang; 
c. Risiko dengan level tinggi dan ekstrim harus ditangani untuk 

menurunkan level risikonya. 
Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut : 

12 - 16 ---- 6-9 ---- 3-4 ---- 
1-2 Rendah (1) 

Sedang (2) 

Ekstrim (4) 
Tinggi (3) 

Bcsar an Risiko Level Risiko 

Tabel 2.5 
Level Risiko 
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an Output 
laan Pelaksana Taha pan 
0 

Pengelolaan 
Risiko 

b. Unit kebijakan 
n Manajemen penilaian 
unan Risiko (UMR) risiko 5 

Pemerintah tahunan 
s Dae rah b. Daftar 

ntah c. Unit Pemilik Risiko dan 
Risiko (UPR) RTP 
Pemerintah Strategis 
Dae rah Pemerintah 

- Daerah 
ll l a. Unit Daftar Risiko 
u egis Manajemen dan RTP 

Risiko (UMR) Strategis 
Dae rah Pemerintah (Entitas) 

Dae rah Perangkat 
b. Unit Pemilik Dae rah 

Risiko (UPR) 
Pemerintah 
Dae rah 

n a. Komite Dokumen 
Eksekutif Arahan dan 

·i~iko b. Unit kebijakan 
Manajemen penilaian 
Risiko (UMR) risiko tahunan 
Pemerintah 
Dae rah 

c. Unit Pemilik 
Risiko (U PR) 
Pemerintah 
Dae rah - 

a. Komite Daftar Risiko 
iran Eksekutif Dan RTP 
tegis b. Unit Strategis 

h Manajemen Pemerintah 
ta tan: Risiko (UMR) Daerah yang 
tcgis Pemerintah dimutakhirkan 

h Dae rah 
dl1 c. Unit Pemilik 

t , Risiko (UPR) 
rkan Pemerintah 
m Dae rah 

, n Ko mite Daftar Risiko 
Manajemen Dan RTP 

al Risiko Operasional 
Daerah Perangkat Perangkat 

Dae rah Dae rah 

- - 
u nikasi a. Unit a. Perbaikan 
o clan Manajemen RTP 

Risiko (UMR) b. KSOP 
man Pemerintah c. Notulen 

IS! Dae rah pengomuni 
b. Unit Pemilik kasian 

u nikasi Risiko (UPR) d. Finalisasi 
bahan Pemerintah Daftar 

Dae rah risiko dan 
RTP - 

an atau a. Unit KSOP 
un aan Manajemen 
clak Risiko (UMR) 
Pl Pemerintah 

Dae rah 
b. Unit Pemilik 

Risiko (UPR) 
Pemerintah 

- - Daerah 

nv u un 
11> «mpi 

SUP (Tin 
nj u t RT 

Pl'tl~Om 

a n Risik 
RTP 
Pl'Il_VUSL 

.u.ru Rl'V 
1,;.~uP 
fJl'llf40tll 

c111 perc.1 
1,;.~< >P 

\Ill dan 
mu ta kh 
sik o St ra 
m.-rin La 
t.'Idh Cd 

~1k<> s.na 
ll lt : it. t.. 
l·r.ih a k 
t·, 111 du 
nut akhi 
lldp ~!~ l 
11\"USUno. 

s iko 
pr r.rsion 
r.mgku: 

dl,Ln da 
Jl ',tkc1n 
nl.ua n I 

hunan 

I d~ll:1, 

<iko Str, 
111ta-;J 

·u11gku t 

i isiko 5 
',Lh LI n.i 
Pen: u-s 
!~1s1ko 
~Lr,1te1-,'l 
Pcmcri 
Dae rah 

Ta hap 
Pengelo 

Risik 
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Taha pan 
No Waktu Manajemen 

Pemerintah 
Daerah 

tahun sebelum 
RPJMD 5 
tahunan IJ 
berjalan s.d 
RPJMD 
ditetapkan) 

- - - 
2 Proses Proses pl'! 

penyusunan Penyusunan R1 
Renstra Renstra (Er 
Perangkat Perangkat Pl'r 
Daerah (satu Dae rah 
tahun sebelum 
RPJMD 5 
tahunan I 
berjalan s.d 
RPJMD 
ditetapkan +- 3 Desember Penyusunan Ar. 
Tahun n-2 s.d RKPD dan kcl 
Mei Tahun n-1 Renja per 

Perangkat La 
Daerah 

- - -- 
4 Juni - Juli Penyusunan Re 

Tahun n-1 KUA PPAS pc 
(Penetapan R1. 
sasaran mak ro Pe 
dan pagu Dd 
anggaran R1. 
Pemerintah I 

l)t. 

Dae rah) I n.. 
dir 
di, 
se - 

5 Agustus - Penyusunan Pe 
September RKA Perangkat Ri. 
Tahun n-1 Daerah 0 

(Penetapan Pc 
rencana 
sasaran & 
pagu anggar. .n 
per kegiatan: ' - 6 Oktober Tahun Penyusunan fl. 

n-1 RAPBD, Perda 
APBD 

7 November - Penyusunan b. 
Desember Rancangan 
Tahun n -1 DPA PD, dan I 

penetapan ~-. 
DPA PD 

- - 
8 Januari sd Pelaksanaan Pe 

Desember APBD pe 
Tahun n I( .. 

La 

-- 
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III. PENGELOLAAN RISIKO 
Pengelolaan risiko Pemerintah Daer ah dilakukan atas tujuan strategis 
Pemerintah Daerah, tujuan stratcgis Perangkat Daerah, dan tujuan pada 
tingkatan kegiatannya (operasional1 ' 

d 

n 
d 

1.J 

ll 

11 

1k 

Taha pan Output 
engelolaan Pelaksana Taha pan 

Risiko Pengelolaan 
Risiko 

csa naa n Komite Bukti 
p Manajemen pelaksanaan 

Risiko KSOP 
Perangkat 

-- - Dae rah 
»or.m dan a. Unit a. Formulir 
p Manajemen Monitoring 

Risiko (UMR) Risiko 
b. UPR Tingkat b. Formulir 

Pemerintah Monitoring 
Dae rah TL RTP 

c. UPR Tingkat 
Perangkat 
Dae rah -- - 

»or au d.m a. Unit a. Formulir 
p Manajemen Monitoring 

Risiko (UMR) Risiko 
b. UPR Tingkat b. Formulir 

Pemerintah Monitoring 
Dae rah TL RTP 

c. UPR Tingkat 
Perangkat 
Daerah -- - - 

" pt"r.t·rttpan Unit Laporan Hasil 
.ueme n risiko Pengawasan Reviu 
r.gk.u Daerah Pen era pan 

Manajemen 
Risiko 
Perangkat 
Dae rah 

laian rnandiri a. Koordinator Laporan 
uita s SPIP Penilaian Penilaian 
1regr;1~i Mandiri Mandiri 

Maturitas Maturitas SPIP 
SPIP Terin tegrasi 

b. Unit 
Manajemen 
Risiko (UMR) 
Pemerintah 
Dae rah 

c. Unit Pemilik 
Risiko (UPR) 
Perangkat 
Dae rah - - - 

.uni nu n Unit Laporan 
lu as Pe nilaian Pengawasan Rekomendasi 
cirri :\laturitas Perbaikan 

:> Terintegrasi pada Laporan 
Hasil Penilaian 
Mandiri --- 

poran a. Komite Laporan 
t!,t'lOL1;in Eksekutif Pengelolaan 
k1J T .ihun n b. Unit Risiko Tahun 

Manajemen n 
Risiko (UMR) 
Pemerintah 
Dae rah 

c. Unit Pemilik 
Risiko (UPR) 
Pemerintah 
Dae rah - - - 

p 

- 13 - 

Taha pan I 
No Waktu Manajerncn 

I Pemerintah 
Daerah -- 

Pel._ 
KS< 

- 9 Berkala Pel, 
(Triwulan) KS< 

- - -- 
10 Berkala Pt·l, 

(Triwulan) l(Sl 

- - - 
11 Triwulan II f~t'\ 

tahun n m.u 
Per 

I 

-t-I~n 12 Triwulan III 
tahun n-1 s.d \1d 
Triwulan I Tu 
tahun n 

I 

I 

I 

I 

- ,- - 
13 Triwulan I s.d Per 

triwulan II ku 
Tahun n r,..Ja 

SPI 

-- 
14 Triwulan I Pela po ran Pel 

Tahun n+l Keuangan Per 
Ri~ 

- - 
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Tugas dan tanggungjawab Korni te Eksekutif adalah: 
1) menetapkan kebijakan clan pedoman Manajemen Risiko 

Pemerintah Daerah/ 1 

Berdasarkan gambar di atas, pcngelolaan risiko Pemerintah Daerah 
dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko yang terdiri atas: 
1. Komite Manajemen Risiko Pe mcrintah Daerah 

a. Komite Eksekutif 
1) Bupati selaku ket ua. 
2) Wakil Bupati selaku wa k il kci ua. 
3) Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang selaku anggota. 

b. Unit Manajemen Risiko (UMR) 
Badan Perencanaan Pcrnbangunan Daerah (Bappeda) bertindak 
sebagai Koordinator Unit Manajcrnen Risiko (UMR). 

c. Unit Pemilik Risiko (UPRJ 
Semua Kepala Perangk.u Daueruh 

d. Unit Pengawasan 
Inspektorat bertindak sebagai koordinator Unit Pengawasan. 

Garis Koordinasi -------· 
Garis Komando 

Keterangan : 

------· Unit Pengawasan 
Inspektorat 

·------ ·------ Unit l'vL111c1jemen Risiko 
Buppcda ------· 

Unit Pemilik Risiko 
Kepala Perangkat Daerah 

l 

J,om1tL· EksL·kutif 
1. Bu p.ui 
2. Wctkil Bupdti 
3. Se k rcta n s Daerah 

Garnbar 3.1. 
Struktur Pengelolaan I~isiko Pemerintah Daerah 

Pengelolaan risiko dilakukan rnelalui pcngembangan budaya sadar risiko, 
pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses 
pengelolaan risiko. 
A. Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pengembangan budaya sadar risi ko dilakukan sesuai dengan nilai-nilai 
organisasi Pemerintah Daerah melalui : 
1. Sosialisasi pemahaman risiko kcpada seluruh pegawai; 
2. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan 

keputusan di seluruh tingkatan organisasi; 
3. Pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang 

mendukung terciptanya budava sadar risiko; 
4. Penghargaan terhadap pengclolaan risiko yang baik. 

B. Struktur Pengelolaan Risiko 
Struktur pengelolaan risiko Pcrne r in ta h Daerah sebagai berikut : 

- l --+ - 
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Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung 
jawab melakukan pengelolaan r i si ko di lingkup kerjanya. Adapun 
tanggung jawab pemilik risiko adnlah sebagai berikut: 
1) membantu Komite Eksekutif dalam menyusun petunjuk 

pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah; 
2) membantu Komite Eksckutif dalam menyusun kebijakan 

penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah antara 17, 

Unit Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mendukung 
pengelolaan risiko tingkat Pe mcrintah Daerah. Tugas Unit Manajemen 
Risiko sebagai berikut: 
1) merumuskan kebijakan, ara han serta menetapkan hal-hal terkait 

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal; 
2) menyusun Profil Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan rencana 

pengendaliannya berdasarkan RPJMD dan direvisi/ dimutakhirkan 
setiap tahun apabila di per! ukan; 

3) melakukan pembinaan ter hadap pengelolaan risiko Pemerintah 
Daerah antara lain sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; 

4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 
pengelolaan risiko yang disarnpaikan kepada Bupati c.q. 
Sekretaris Daerah; 

5) memantau penilaian risiko clan rcncana tindak pengendalian; 
6) memantau pelaksanaan re ncana tindak pengendalian; 
7) memantau tindak lanjut ha sil pengawasan pengelolaan risiko; 
8) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan risiko yang disarnpaikan kepada Bupati c.q. 
Sekretaris Daerah dan In spc ktorat. 

Dalam melaksanakan tuga snva, Unit Manajemen Risiko dapat 
membentuk tim teknis me la lui Keputusan Komite Eksekutif 
(Sekretaris Daerah a.n Bupati) yang terdiri dari Perangkat Daerah yang 
membidangi : 
1) Perencanaan; 
2) Reviu Kinerja; 
3) Akuntabilitas Kinerja; 
4) Reformasi Birokrasi; 
5) Keuangan dan Aset. 

2) menetapkan Profil Risiko Pemerintah Daerah beserta dengan 
rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Pemerintah 
Daerah secara tahunan; 

3) menetapkan selera Risiko ( risk appetite) dan kriteria Risiko yang 
berlaku di Pemerintah Daerah ; 

4) memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif di 
Pemerintah Daerah. 

Pada saat Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah 
Daerah, Sekretaris Daerah bcr peran sebagai koordinator dan dapat 
menunjuk Bagian Organisasi scbagai Pelaksana Koordinator Penilaian 
Mandiri. 
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Unit Pemilik Risiko mempunyui tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikutt I 

2. Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah 
a. Kepala Perangkat Daerah selaku UPR; 
b. Eselon III (selain Kepala Pcrangkat Daerah) dan Eselon IV selaku 

UPR Operasional; 
c. Kasubbag Bina Program/ F'ungsional Perencana sebagai Sekretariat 

Manajemen Risiko; 
d. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah Unit Kerja Eselon 

III a tau Fungsional Mady a a tau Eselon IV yang ditunjuk selain yang 
membidangi Perencanaan / Program. 

Garis Komando 

Garis Koordinasi 
Keterangan : 
-------~ 

------· 
Unit Kepatuhan Internal 

Unit Kerja Eselon III atau 
Fungsional Madya atau Eselon 

IV yang ditunjuk selain yang 
membidangi 

Perencanaan/ Program 

·------ ------· 
Sl'l<r.f!<:!r.:h.L \lana.1ernen Risiko 

•------ Kasu bb.ig l sin.: Program/ 
Fuugsron.il F)ercncana 

Unit Pemilik Risiko Operasional 
Eselon III (selain Kepala 
Perangkat Daerah) dan 

Eselon N 

l 

Unit Pc·rnil:k R1siko 
Kepa la Pcrungkat Daerah 

Gambar 3.2. 
Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah 

Unit Pengawasan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
Inspektorat sebagai penanggung jawab Unit Pengawasan, bertanggung 
jawab memberikan pengawasan tcrkait penerapan pengelolaan risiko. 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan 
kegiatan antara lain: 
1) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah; 

2) melaksanakan kegiatan pe ngawasan terhadap rancang bangun 
serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. 

3) melaksanakan kebijakan pcrnbinaan terhadap pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 
supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 
Perangkat Daerah. 

Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level 
Risiko, dan Selera Risiko; 
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Unit Kepatuhan Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab 
sebagai berikut: 
1) memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan 

risiko; 
2) menyusun Laporan Pengelolaan Risiko / Realisasi Pelaksanaan RTP 

tiap triwulan dan tah urian ; 
3) memantau pelaksanaan rcncana penanganan risiko yang telah 

ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan 
4) memantau tindak Ian jut pcngawasan Manajemen Risik1 I 

Sekretariat Manajemen Risiko rnempunyai tugas dan tanggung jawab 
mengadministrasikan hasil Proses Manajemen Risiko di Perangkat 
Daerah yaitu sebagai berikut: 
1) mengkoordinir dan memlasilitasi kegiatan Tim Teknis SPIP 

Terintegrasi; 
2) mengkompilasi Register Risiko dari UPR dan UPR Operasional; 
3) menyelaraskan risiko antar UPR dan UPR Operasional; 
4) menyusun Profil Risiko menjadi Dokumen RTP Perangkat Daerah; 
5) mengkoordinasikan Periilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi. 

Unit Pemilik Risiko Operasional mempunyai tugas dan tanggungjawab 
se bagai beriku t: 
1) menyusun dan menetapkan risiko Perangkat Daerah; 
2) menyusun, menetapkan, dun melaporkan Profil Risiko Perangkat 

Daerah beserta rencana mi tigasinya berdasarkan sasaran strategis 
Perangkat Daerah secara tahunan; 

3) menginformasikan dan melaporkan level risiko Perangkat Daerah 
serta pelaksanaan mitigasi risiko Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah; 

4) memastikan proses manajemen risiko pada unit kerjanya berjalan 
efektif. 

1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas 
risiko tingkat strategis dan/ a tau tingkat operasional, serta 
melaksanakan pengendalian vang ada di unit kerja masing­ 
masmg; 

2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan 
kegiatan sehari-hari; 

3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja 
dan peristiwa risiko yang tcrjadi di masa lalu dalam unit kerja 
masing- masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning 
indicator) dan se bagai da lei base untuk memprediksi keterjadian 
risiko di masa yang akan darang; 

4) menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk 
dilaporkan kepada Unit Manajemen Risiko; 

5) memberikan masukan kepada Komite Eksekutif tentang 
pelaksanaan pengendalian risi ko; 

6) melakukan monitoring chm cvaluasi terhadap pelaksanaan 
pengendalian. 
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Waktu 

Pelaksana / pihak terkai t 

Keluaran 

Tujuan 

/' 

\kng1ch nt.fik.asi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub 
u nsu r lmgkungan pengendalian intern 
Sirnpu la kondisi lingkungan pengendalian intern dan 
kelcrnahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian 
intern v ang rnemerlukan perbaikan 
Tingka t Pernerintah Daerah : 

· Korm tr Ek sek utif 
- L'nn \lanaj<'men Risiko (UMR) Pemerintah 

Daer u h 
- Unn Pcrruhk Risiko (UPR) Pemerintah Daerah 
Ti ngk.u Per angkat Daerah: 
- Lnu Pcrru hk Risiko (UPR) 
- L n 1 t Pt -m ii 1 k Risiko (UPR) Operasional 
- Penvu su nun RPJMD 
- Direv va] dim takhirkan setiap tahun pada saat 

penvu vunun 
- Re, 1 u dok urnen, analisis informasi dari media 

rna sxa w.rw ancara dll 
Su rv«: pe-r-u-psi atas lingkungan pengendalian 
intern dengan metode Control Environment 
Evn lu.itinn (CEE) 

Sumber data utarna 

Tabel 3.1 
Ihtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern 

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah tersebut terinci 
sebagai berikut: 
1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian. 

Ikhtisar identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian intern 
disajikan dalam Tabel 3.1 

I Identifikasi kelernahan Lingkungan 

I Pe gendalian ( l) 

~ .... Penilaian Ris iko (2) CD 

~ 
,----------------------------~ 
I I 
I 

I I 
I ~ a I 

Penetapan Korucks /T juan 
I § I I 

~ I I 
~ I I 

! I I Id ntifikasi siko I I § I ' I I e .... I CD I & 
~ 

I I 
I 

I I 
I 

I Analisi Risiko I 

E I I 
I I L------------- -------------- I 

I Kegiat n Pe lian (3) I gen 

Gambar 3.3. 
Proses Pengelolaan Risiko 

C. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di lingkungan Pcmerintah Kabupaten Pemalang dengan 
tahapan sebagai berikut: 
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a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 
1) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian 

dan Kertas Kerja Tabulasi Ku sioner (contoh format disajikan 
pada Lampiran II Formulir 1 . 

2) Persiapan Data 
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa: 
a) Laporan basil audit pada Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan misalnva audit operasional, audit kinerja, 
dan audit lainnya at as urusan wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/ evaluasi atas penyelenggaraan urusan 
wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan Pernerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 
Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media 
massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain 
yang relevan. 

b. Survei terhadap Lingkungan engendalian melalui CEE 
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi 
pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan Pemcrintah Daerah dikoordinasikan oleh 
Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian 
dokumen Rencana Tindak Pcngendalian (RTP) Pemerintah Daerah. 
Adapun Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE di 
tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat 
Manajemen Risiko. Survei tersebut dapat menggunakan metode 
Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian 
mandiri atas pengendalian / Control Self Assessment (CSA) yang 
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil 
survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi 
maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden 
terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan 
penilaian/ f 

Mendasarkan kepada 
dua hasil sirnpulan 
semen tara yaitu hasil 
penilaian awal dan 
hasil survei persepsi 

l\aj 10 n reviu ata 
kond isi dan kultur 
m st a nsi berdasarkan 
hasil audit, kajian, 
berita, wawancara, 
data lainnya 

Survei perseps. 
pegawai atas kondis: 
lingkungan 
pengendalian melalu: 
Control Environment 
Evaluation (CES) 

Per iapan data dan 
kuisiner 

Slmpulan kelemahan 
lingkungan 
pengend.alian 

Penllalan awal ataa 
kele ahan llngkunpn 
pen1 ndallan melalui 
reviu dokumen 

Survei terhadap 
lingkungan 
pengendalian CEE 

Peraiapan penilaian 

Gambar 3.4 
Langkah Kerja Identifikasi kc lemahan lingkungan pengendalian 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan 
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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Tabcl 3.2. 
Ikht isar Pcnilaian Risiko 

- Me nct apka n konteks/tujuan dan memilih tujuan yang 
akan d ilak u kan penilaian risiko 
Mela kukan identifikasi risiko dan analisis risiko 
Meriet apk an risiko-risiko yang akan ditangani lebih 
l.mj u t rdrb.mgun RTP-nya) I I Tujuan 

2. Penilaian Risiko 
Ikhtisar Penilaian Risiko disajik.in dalam Tabel 3.2. 

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 
Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh 
peserta FGD Pemda XYZ yaitu memadai atau kurang memadai 
sebagaimana disajikan dala m Lampiran II Formulir l. 

c. Penilaian awal kelernahan Ii ngkungan pengendalian melalui Reviu 
Dokumen 
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan­ 
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian 
kelemahan dilakukan dcngan menggunakan data yang 
dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman 
ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan 
kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah 
secara umum yaitu: 
1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 
2) Berita pada media massa. 
Dari data di atas, selanjut nya, disimpulkan kondisi kelemahan 
lingkungan pengendahan in tern di Pemerintah Daerah 
sebagaimana disajikan pad a Larnpiran II Formulir 2. 

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian 
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada 
Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja 
sebagaimana disajikan dalam Larnpiran II Formulir 3. 
Pemerintah Daerah dapa t melakukan wawancara/konfirmasi 
apabila diperlukan, un tuk mengklarifikasi informasi yang kurang 
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan 
kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan 
pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala 
Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi 
lingkungan perigendali.ui. Si1npulan akhir atas kondisi lingkungan 
pengendalian Pemerin tah Dacrah akan menjadi dasar bagi 
penyusunan rencana tiridak perbaikan lingkungan pengendalian. 
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adalah 

akat 
penilaian risiko 
Dalam tahap mi 

a. Menetapkan konteks/tujuan 
1) Penetapan konteks dan pcmilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian risiko 
Tahap pertama pclaksanaan 
menetapkan "konteks / tuj uan". 

• Melakukan analisis risiko 
• Memvalidasi risiko 
• Mengevaluasi pengendalian 

yang ada dan yang 
dibutuhkan 

• Menyusun Rencana 
Tindak Pengendalian 
(RTP) 

• Mengidcntifikasi risiko 

Anallala Rialko ldentifik i Ri iko 

• Menetapkan 
kon teks / tujuan 
yang akan clilakukan 
penilaian risiko 

• Menyiapkan 
penilaian risiko 

Penetapan Konteka/ 
TuJuan 

Gambar 3.5. 
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan 

Penilaian Risiko urusan waj i b / pi 1 ih an dilakukan dengan langkah­ 
langkah se bagai beriku t : 

Da It.rr t UJUa n/ sasaran strategis Pemerintah Daerah 
unt_uk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya 

- Dafi.u iuiuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat 
Dac-r a h 
Daft.u tuju.ui kegiatan utama Perangkat Daerah untuk 
trap t i.ip u r u san dan indikator keluarannya 
Kert a-, Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan 
Wajib Pilih.in strategis Pemerintah Daerah 

- Kert a-, Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan 
Wa ub Prlih.u i strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Kertu s Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan 
WaJ1h Pilihan Operasional Perangkat Daerah 
Kert.i-, Kerja HasilAnalisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan 
Str.u« ·f> Pemerintah Daerah 
k ert..-, Kena Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan 
Str.u c gis (En titas] Perangkat Daerah dan Operasional 

Pei .mukat Daerah 
Kert a-, Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan 
WaJ1b Pilihur Strategis Pemerintah Daerah 
Kert.i-, lxerja Daftar Risiko Prioritas Urusan 
v: a Jl b Pi hhan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan 
Opvr d <ionul Perangkat Daerah 

Strc1teg1" Perner intah Daerah: 
Lrnt vlanuj-men Risiko (UMR) Pemerintah 
Da<.rdh 

- L'n it Pvrru hk Risiko (UPR) Pemerintah Daerah 
Stratcg1s (Ent.t.is] Perangkat Daerah: 

Sekrei.irun .'v1anajemen Risiko Perangkat Daerah 
- L nit Pvrrulik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
< ipcr.ision»! Perangkat Daerah 
- Sekrvi.truu Manajernen Risiko Perangkat Daerah 
- Unn Pt mihk Risiko (UPR) Perangkat Daerah 

Strc.1teg1-., Perrier intah Daerah : 
- Pcm u sunan RPJMD 
- Dircv 1u/ dirnutakhirkan setiap tahun pada saat 

pcm u vunan l'UA/PPAS 
Strateg1s [Ent it.rs] Perangkat Daerah: 
- Pad.i ...,,1at pcnyusunan Renstra Perangkat Daerah 
- Direviu / dirnutakhirkan setiap tahun pada saat 

pcm u- una n RKA Perangkat Daerah 
< rpera s1()m1! P\.!1 angkat Daerah 
Pad a sc1c1 t pcnyusunan RKA Perangkat Daerah 
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Pelaksana / pihak terkai t 

Keluaran 
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Tabel 3.3 
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 

Tujuan 'v1emperoleh informasi tujuan/ sasaran 
strutegis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap 
urusan dan indikator kinerjanya I I 

Proses penetapan kontcks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah 

Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis 
Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Formulir 5. 
Ikhtisar penetapan r uj uan strategis Pemerintah Daerah 
disajikan dalam Tabc 1 3. 3 

Pemla,an Ris1ko 
Operaslonal OPO 1, 

2, 3, Ost 

, Penilaian Risiko 
L, Strategis (Entitas) OPO 

1, 2, 3, Ost 

lndi ator Kinerja 

Kegiatan OPO 1, 2, 
3, Dst 

Pen1laian Rls1ko 
Strategrs urusan 

I Wajlb/Pilihan pada 
Pemerintah Oaerah 

lnd1kator Kin rja 

Sasaran Strategls 
(Entitas) OPO 1, 2, 3, 

Ost 

Tu :&,~~·:rn Str u- is1[n•1·a~10PD 
, , 2 ! C st v' 

'----------' 

lndikator Klnttja 
Sasaran Strat &is 

r Pemerintah Daerah 

- -- --j 1 u .• an x. >, saran 
Strat1·g s 

'""": "~ " __ r,h 

RenJa/RKA OPD ] 

OPD 1, 2, 3, Ost 

~----j 
RENSTRA OPO 1, 2, ,. 

1 lNC,~A T Pf f-.11 ,'\ Ar-. 

~ ~IKO 

Ost 

~­ 

-IL_ 

,1 r,1Bt >l ! s 1 A 

D. v 

OPO 

PEMERINTAH 
OAERAH 

Gambar 3.6 
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko 

ditetapkan tujuan- tujuan pada tingkat strategis Pemerintah 
Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan 
tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan 
dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang 
hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap 
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. 
Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 
(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada 
Gambar 3.6. 
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk 
memperoleh informasi tujuan/ sasaran dan indikator kinerja 
organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada 
tahap ini adalah ada nva daftar tujuan/ sasaran, indikator 
kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas 
Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah 
didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan 
Perangkat Daerah. 

- 22 - 

jdih.pemalangkab.go.id



Penetapan konteks/ tujuan strategis Pemerintah Daerah 
pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis 
yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam 
penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Daeruh dapat memilih beberapa tujuan dengan 
mempertimbangkan i ujuan prioritas sesuai dengan visi dan 
mist Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. 
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan 
melalui CSA/FC}D dan selanjutnya dituangkan dalam 
"Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 
Tahunan". 
Langkah penetapan kontcks/tujuan strategis Pemerintah 
Daerah adalah sc bagai berikut: 
( 1) mendapatkan dun mempelajari RPJMD, serta data 

lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas 
dan jabatan, els b.: 

(2) identifikasi tuju.m, sasaran, dan Indikator Kinerja 
Utama terkait t ujuan strategis yang diidentifikasi 
sebagaimana te rcant urn dalam RPJMD; 

(3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal 
prioritas pem bangunan a tau program unggulan terkait 
dengan tujuan; sa sar an dari urusan wajib/pilihan yang 
dipilih berdasurkun RPJMD; 

(4) menetapkan sasar an dan IKU strategis Pemerintah 
Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran 
yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau 
sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(5) tuangkan ha il idcnt ifikasi pada Lampiran II Fonnulir8. 

Beberapa hal yang pe-rl u diperhatikan dalam tahap ini: 
(1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut 
RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, 
maka pe se rt a FGD menyepakati tujuan/ 
sasaran/indikator varig akan digunakan untuk 
keperluan pe nilu i.m risiko; 

(2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan 
masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan 
(RPJMD)t I 

Sumber data u ta m a 

Waktu 

Keluaran - Daftar tujuan/ strategis Pemerintah 
Daerah dan indikator kinerjanya 

- Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat 
Daerah terkait 

- Unit manajemen Risiko (UMR) 
Pemerin tah Daerah 

- Unit Pemilik Risiko (UPR) 
Pemerin tah Daerah 

- Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap 

tahun pada saat penyusunan 
KUA/PPAS 

RPJMD 

Pelaksana/pihak te rk.ut 
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\kmperoleh informasi program, kegiatan utama, 
i ujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk 
uap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh 
<ci iap Perangkat Daerah I ( Tujuan 

Tabel 3.5 
Ikhtisar Pen eta pan Tuj uan Operasional Perangkat Daerah 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 
Ikhtisar penei.apan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah disajikan dularn Tabel 3.5 

Penetapan tujuan/ kon teks strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah dilakukan oleh masing-masing sesuai urusan yang 
diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran II 
Fonnulir6. 
Langkah pene tapan konteks/tujuan strategis (Entitas) 
Perangkat Dae rah un t uk setiap urusan adalah sebagai 
berikut: 
( 1) mendapat kan dun mempelajari Renstra Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 
(2) identifikasi tuj uan , sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang 
diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan 
strategis yang te lah di tetapkan pada penetapan konteks 
strategis Pemcrin Lah Daerah; 

(3) menetapkan sa saran dan IKU Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. 
Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa 
seluruh atau scbagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) menuangkan basil identifikasi pada Lampiran II 
Fonnulir9. 

Waktu 

Pelaksana/pihak t cr k an 

Keluaran 

Tujuan Mcmpercleh informasi tujuan/sasaran strategis 
(Entitas] Perangkat Daerah untuk tiap-tiap 
urusan dan indikator kinerjanya 

Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator 
k inerjanya 
- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat 

Dae rah 
- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat 

Dae rah 
- Uireviu/ dimutakhirkan setiap tahun 

pada saat penyusunan RKA Perangkat 
Dae rah 

Renstra Perangkat Daerah Sumber data utumu 

Tabel 3.4 
Ikhtisar Penetapan Tuju an Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

b) Penetapan Korn.cks Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat 
Dae rah 
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah disaj ikan dalam Tabel 3 .4 
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a) Menetapkan kr itcria dan skala dampak serta kemungkinan 

risiko !' 

Waktu 

Pelaksana/ pihak terka: t 

Keluaran 

Tujuan - .\lcnetapkan kriteria dan skala dampak serta 
kemungkinan risiko 

- .\knetapkan skala risiko yang dapat diterima 
- <kala dampak dan kemungkinan 
- <kala resiko yang dapat diterima 
- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat 

Dae rah 
- Lnit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
- Penvusunan RPJMD 
- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada 

s.uu penyusunan KUA/PPAS 
- Pedornan Penilaian Risiko 
- l SA/FGD 

Sumber data utama 

Tabel 3.6 
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan 

Penetapan tuj uan / kon te ks operasional Perangkat Daerah 
dilakukan oleh masing-rnasing terkait sesuai urusan yang 
diampunya, scbagaimana disajikan dalam Lampiran II 
Fonnulir 7. Pe ne tapan tujuan/konteks operasional dalam 
rangka mendukung i ujuan strategis. 
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 
Daerah untuk sctia p urusan adalah sebagai berikut: 
(1) mendapatkan clan mempelajari Renja dan RKA 

Perangka t Daer ah, serta data terkait lainnya; 
(2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran 

terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang 
sudah dipilih scbelurnnya; 

(3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran 
yang akan dilak ukan penilaian risiko. Kegiatan utama 
yang akan dilak ukan penilaian risiko pada dasarnya 
dilakukan un tuk seluruh kegiatan utama. Namun 
dernikian. Perungkat Daerah bisa memilih sebagian 
program/ kegiatan/ sasaran sesuai dengan visi dan misi 
kepala daerah at au pertimbangan profesional lainnya; 

(4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II 
Fonnulir 10. 

2) Menyiapkan periilaian risiko 
Sebelum proses pcnilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu 
dipersiapkan terlcbih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian 
risiko disajikan pada Tube l 3.6 

Sumber data ut arna 
Waktu 

Pelaksana/pihak t crkar 

Keluaran Daftar tujuan program, kegiatan utama 
Pe rangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan 
indikator keluarannya 

Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat 
Dae rah 

- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah 
Renja 

DPA Perangkat Daerah Sumber data lam 
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RSO Kode .Jen is Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat 
Dae rah 

22 Tahun pe laksanaan penilaian risiko adalah 2022 
00 Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis 

Perangkat Dae rah dan operasional Perangkat Daerah) 
atau tujuan strategis (untuk risiko strategi11 

b. Identifikasi Risiko 
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian 
tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang 
diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah 
pernah terjadi atau pe ristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada 
tahap identifikasi r isiko elain pernyataan risiko, juga 
disampaikan atribut risiko an tara lain kode risiko, pemilik risiko, 
penyebab risiko, sumber r isiko, sifat penyebab risiko apakah dapat 
dikendalikan ( controllable) atau tidak dapat dikendalikan 
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima 
dampak risiko. 
Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman mi 
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian 
risiko, jenis urusan, Entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan 
nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko 
adalah se bagai beriku t: 

I RSO I . I 22 L~~ o~J I os I I 01 

Penetapan ska la da mpak dan kemungkinan agar mengacu 
kepada Pedoman Pcnilaian Risiko yang ada pada 
Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan 
dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, 
penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan 
dapat ditetapkan mclal ui FGD. Contoh kriteria dan skala 
dampak s na k crn ungkinan sebagaimana telah disajikan 
pada Tabel 2 .2 clan Tabel 2.3 pedoman ini. 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima 
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 
nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah 
disajikan pada Tabe 1 2 .4 pedoman ini. 

c) Menuangkan kcse pakata n yang dihasilkan dalam suatu 
dokumen 
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke 
dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan 
dalam tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan - bah an 
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu 
dipersiapkan buha n-bahan misalnya bagan alur proses 
kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, 
hasil penilaian alas lingkungan pengendalian, formulir 
kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya. 
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Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran II 
Formulir4. 
Identifikasi risiko ur u sa n dilakukan sebagai berikut: 
1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan; 
2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga 
mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 
menghambat penca paian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko 
urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini 
menggunakan CSA/ FG D. 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD 
untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah 
Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD 
untuk penilaian risiko stratcgis (Entitas) Perangkat Daerah adalah 
Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, 
dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah 
adalah Kepala Perangkat Daerah/ Kabag/Kabid Perangkat Daerah 
serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya 
melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat 
proses pelaksanaan CSA/ FUD. 
1) Risiko Strategis Pe meri utah Daerah. 

ldentifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan 
untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. 
Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran II Formulir 8. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko 
strategis Pemerintah Daerah: 
a) Risiko strategis Pemerin tah Daerah dapat merupakan risiko 

yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggung jawab Kepala Daerah/ tingkat Pemerintah Daerah 
(misal: peraturan/ monitoring dan lain- lain); 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 
tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh 
Bupati; 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Pemerintah Dae rah untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, 
misal dalam ben tuk peraturan/ keputusan/ SE Bupati a tau 
pemantauan oleh Bupati/ I 

05 
Pemerintah Daerah) 
Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko 
strategis Pe mer mt a h Daerah) atau kode Perangkat 
Daerah yang rnenilai (untuk risiko strategis Perangkat 
Daerah dan operasional Perangkat Daerah) 
Nomor urut risiko 01 
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2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Identifikasi risiko stratcgis (Entitas) Perangkat Daerah 
dilakukan untuk mcngidcntifikasi kejadian yang dapat 
mengancam pencapaia n tujuan strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah 
Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis 
Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi 
Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II 
Formulir 9. 
Hal-hal yang pcrl u diper hatikan dalam penyusunan risiko 
strategis Perangkat Daerah: 
a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggung jawab ke pala Perangkat Daerah (kebijakan kepala 
Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring 
Kepala Perangkat Dacrah dan sebagainya). Pengendalian 
yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang 
dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Perangkat Dae rah (Kebijakan Kepala Perangkat 
Daerah/SOP Pcrungkat Daerah, monitoring kepala 
Perangkat Daer ah dll) untuk memastikan/membantu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor­ 
faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Dacrah. 

d) Perlu melibatkan Kabid Zpegawai yang terkait dengan 
tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk 
menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ 
operasional Perangkat Daerah yang memerlukan 
penanganan/ tindakan oleh kepala Perangkat =: f 

d) Risiko strategis Pcrner in tah Daerah dapat berupa faktor­ 
faktor di luar pericapaian tujuan strategis Perangkat Daerah 
yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 
Pemerintah Daerah; 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 
tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring 
permasalahan pc ncapan tujuan strategis/ operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ 
tindakan oleh Bupat i; 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko 
yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang 
penting, sehingga dipcrlukan langkah pengendalian oleh 
Bupati; 

g) Risiko stratcgis Pemerin tah Daerah disetujui/ divalidasi 
Bupati; 
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3) Mengevaluasi P ngendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
Ikhtisar evaluasi pengendali n yang ada disajikan dalam Tabel 

3.7 !' 

2) Memvalidasi risiko 
Hasil analisi risiko ti zkat strategis Pemerintah Daerah 
selanjutnya dikomunika ikan kepada Bupati, sedangkan 
tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional 
Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat 
Daerah untuk divalida si dan diputuskan risiko mana yang 
akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, 
risiko dengan kr iter iu .. ck trim" dan ''tinggi" akan diprioritaskan 
un tuk di tangani. 
Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam 
Lampiran II Fonnulir 12. 
Terhadap risiko yang aka n diprioritaskan untuk ditangani, 
Pemerintah Da 'rah diharapkan membangun pengendalian 
untuk menurunkan kernungkinan munculnya risiko 
(preventif), menurunkan mpak dari risiko yang muncul 
(mitigatif), atau keduanya. 

c. Analisis Risiko 
1) Melakukan analisi da mpak clan kemungkinan risiko 

Setelah risiko urusan wajib / pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah bcrikutnya adalah melakukan analisis 
risiko urusan wajib/ pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko 
atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan 
risiko yang telah diide nt.ifikasi, masing-masing peserta diminta 
memberikan skor te rhadap dampak dan kemungkinan sesuai 
dengan skala bugairnana di ajikan pada tabel 2.2 dan tabel 
2.3. Selanjutnya skor dampak dan skor kemungkinan diambil 
dari modus seluruh pescrta. Bentuk kertas kerja hasil analisa 
dampak dan kemungkinan risiko selengkapnya disajikan 
dalam Lampiran II Formulir 11. 

3) Risiko Operasional 
Identifikasi ri iko operasional dilakukan untuk 
mengidentifika i ki-rn ngkinan kejadian yang dapat 
mengancam pericapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 
Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional 
Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran II Fonnulir 10. 

e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang 
menurut kepala Pcranakat Daerah merupakan risiko yang 
penting, sehingga dip .rlukan langkah pengendalian oleh 
kepala Perangkai Daerah. 

f) Risiko Strategis P rangkat Daerah disetujui/ divalidasi. 
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/' 
- \It ngidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian 

i!,tl'J>) untuk mengatasi kelemahan lingkungan 
pe ngendalian. 

- \kngidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada 
ungkat strategis Pemerintah Daerah , tingkat 
si rategis (Entitas) Perangkat Daerah dan 
urig at operasional Perangkat Daerah 

Tujuan 

Tabel 3.8 
Ik ht isur Penyusunan RTP 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian 
Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8 

Keluaran 

Tabel 3.7 
Ikh tisar Evaluasi Pengendalian 

xle ngidcntifikasi pengendalian yang sudah ada terkait 
clengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani 
(di .elola] 
vlerulai efektifitas pengendalian yang sudah ada 
vle ngidcntifikasi pengendalian yang 
ma sih clibutuhkan/dibangun 
Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing 
risiko prioritas urusan wajib/pilihan. 
~ lasil ldentifikasi pengendalian yang masih 
dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas 
u rusan wajib/pilihan. 

Pelaksana/pihak terkait Su ategis Pemerintah Daerah : 
- Crut Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah 
- l mt Pemilik Risiko (UPR) Pamerintah Daerah 
St r.rte gis ( Entitas) Perangkat Daerah : 

<ekrctariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah 
L' rn t Pernilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 

<JperJ!'-,i(mal Perangkat Daerah 
- <ekrerariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah 
- l m t Pcrnilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 

Waktu Strategis Pemerintah Daerah : 
- Penyus nan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat 

pcnyusunan KUA/PPAS 
~tr,Hegis 1Entitas) Perangkat Daerah: 
- Puda saut penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
- Direviu ' dimutakhirkan setiap tahun pada saat 

penyu s nan RKA Perangkat Daerah 
Opcrasion al Perangkat Daerah 
Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah 

Sumber data utama CS:\/ FG D 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian 
kebijakan dan proscd ur vang dimiliki instansi pemerintah 
dalam rangka menge lola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan 
dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai 
efektifitasnya. 
Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: 
a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum rnampu menangani risiko yang 
teriden tifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 
c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 
d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya. 
Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya 
disajikan dalam Larnpiru n 11 Formulir 13. 

Tujuan 
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Munculnya Kemungkinan 

- 3 1 - 

(2) 

Waktu 

Pelaksana/ pihak terkai L 

Keluaran 

manfaat. 
Mengubah/ Mengurangi 
Risiko (Abate) t I 

Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk 
merigatasi risiko 
Rekapitulasi RTP. 

Strategis Pemerintah Daerah : 
- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah 

Daerah 
- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah 
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah : 
- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah 
- L'nit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
Operasional Perangkat Daerah 
- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah 
- Lnit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah 
S tra tegis Pemerin tah Dae rah : 
- Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun 

pada saat penyusunan KUA/PPAS 
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah: 
- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun 

pada aat penyu unan RKA Perangkat 
Daerah 

O perasional Perangkat Daerah 
Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah 

Sumber data utama C ~A /FGD 
RTP merupakan kebijakan/ prosedur yang akan dibuat untuk 
membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 
kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 
risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. 
Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut: 
a) Merumuskan Tindaka n untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian 
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang 
telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 
pengendalian inte r n _\·2rng disajikan dalam Lampiran II 
Formulir 3, selanjur nva disusun rencana tindak perbaikan. 

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
dalam Rangka Mengatasi Risiko 
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. 
Dalam menentukan pcngendalian yang akan dibangun 
perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko 
membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan 
kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. 
Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 
(1) Menghindari Risiko (Avoid) 

Menghinclari risiko dilakukan dengan cara tidak 
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 
meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat 
menjadi tidak te pa t jika individu atau instansi bersifat 
menolak risiko Penghindaran risiko secara tidak tepat 
justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya 
atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh 
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Respon 1111 dilakukan dengan cara mengubah 
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan 
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. lstilah 
lain yang J uga d igunakan adalah pencegahan 
(prevention). 

(3) Mengubah/ Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko 
(Mitigate) 
Respon 1111 dilakukan dengan cara 
mengubah/ mengurangi konsekuensi/ dampak risiko 
agar kerugian/ mcnjadi berkurang. Istilah lain yangjuga 
digunakan adalah penanggulangan Abate dan mitigate 
terkadang dise but dalam satu istilah, yaitu mengurangi 
risiko (reduce). 

(4) Membagi Risiko {Share) atau Mentransfer Risiko 
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung 
atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya 
antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan 
struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures 
untuk menyebarka n tanggungjawab dan kewajiban. 
Terkait dengan pem bagian risiko dengan instansi lain, 
umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat 
yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko 
dibagi, baik kcseIuruhan maupun sebagian, maka 
instansi yang men transfer risiko mendapat risiko baru, 
yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko 
tersebut tidak da pat mengelola risiko itu secara efektif. 

(5) Menerima a tau Mempertahankan Risiko (Accept/ Retain) 
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada 
risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, 
dapat terjad i suatu instansi tidak memiliki pilihan 
respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. 
RTP tersebut d ite tapkan baik untuk risiko strategis 
Pemerintah Daerah , strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian 
tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk 
Mengatasi Risiko Penanggung Jawab, dan Target 
Waktu Pcnvclesaian. 
Selengkapnya, corn.oh format kegiatan pengendalian 
atas risiko priori tas dan RTP-nya disajikan dalam 
Lampiran II Fonnulir 14. 

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua 
Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak 
perbaikan lingkungan pcngendalian dan rencana tindak 
perbaikan k giatan pengendalian. 
Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya 
kebutuhan ter hadap pengendalian yang sama atau 
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 
pada tahap ini per lu rncmperhatikan kemungkinan tersebut 
dan meny lara skun kcdua rencana tindak perbaika71 
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3. Kegia tan Pengendalian 
Setelah Pemilik Risiko se paka t dengan perbaikan yang akan 
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan 
Rencana Tindak Pengendalian. 
Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 
RTP 
Kegiatan pengendalian di bangun dalam rangka mengatasi risiko. 
Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 
prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi; 
1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 
operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 
pengendalian yang aka n dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 
pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 
membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur 
pengendalian serta mcngaj ukan usulan kegiatan dalam 
dokumen perencanaan apabila diperlukan; 

3) membuat atau menycmpur nakan infrastruktur pengendalian; 
4) melakukan uji coba pencrapan pengendalian; 
5) menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian 

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 
6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian/ I 

pengendalian terse but sehingga dapat menghindari 
duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian. 

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP 
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan 
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan 
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian 
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian 
sesuai yang diinginkan. 
Contoh selengkapnya bentuk Formulir rancangan 
pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan 
dalam Lampiran II Formulir 15. 

e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan 
RTP 
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan 
bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 
pengendalian yang telah dirancang sudah dilaksanakan 
dan berjalan ef ektif. 
Contoh Formulir rancangan monitoring risiko dan evaluasi 
RTP disajikan dalam Lampiran II Formulir 16 dan Formulir 
17. 
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5. Pemantauan 
a. Pemantauan atas implemcntasi dan efektivitas pengendalian 

Pemantauan dilaksanakan ole h pimpinan secara berjenjang mulai 
dari Bupati, Kepala P rangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala 
Bagian/Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3), 
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan 
ruang lingkup dan kewenangannva/ I 

4. Informa i dan komunika 
Pemerintah Daerah dan/ a tau Perangkat Daerah harus memastikan 
telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam 
setiap tahapan peng lolaan risiko, sejak penilaian kelemahan 
lingkungan pengendalian, proses p nilaian risiko, dan pelaksanaan 
kegiatan pengendalian. 
Terkait dengan pelaksanuan kcgiatan pengendalian, setelah 
P merin tah Dae rah dan / a Lau Perangkat Daerah menyetujui 
infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka 
mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah 
dan/atau Perangkat Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian 
yang dibangun kepada pihak- pihak terkait baik internal maupun 
eksternal. Perlu diyakinkan jug' bahwa informasi pengendalian telah 
disampaikan dan dipahami lch emua pihak terkait sesuai rencana 
pengomunikasian sebagairnana tertuang dalam dokumen RTP. 
Contoh pengomunikasian antara 1 in dalam bentuk: 
a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan 

kebijakan; 
b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara 

lain JDIH) yang dapa t d iakses oleh seluruh pihak yang 
berkepentingan; 

c. Sosialisasi/ workshop/ discrninasi yang dibuktikan misalnya 
dengan undangan, notulen/ laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto 
pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan 
pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan 
rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi 
pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian 
dilakukan oleh Unit Pemilik Ri iko Pemerintah Daerah untuk 
pengomunikasian terkait RTP ala risiko strategis Pemerintah Daerah, 
dan oleh Unit Pemilik Risiko Tinzkeu E elon 2 untuk pengomunikasian 
RTP atas risiko strat gis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko 
operasional Perangkat Dae rah. 

b. Pelaksanaan kebijakan dun proscdur pengendalian. 
Terhadap mua infrastuk tur pengendalian yang telah dibuat, 
instansi pemerintah mcngimplementasikan kebijakan dan 
prosedur ke dalam kegiatan op .rasional sehari-hari yang harus 
ditaati oleh seluruh p jab' t, pegawai, masyarakat, dan pihak 
terkait lainnya. 
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A. Pelaporan pelaksanaan pen ilaian ri si ko 
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis 
Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian 
Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan 
penilaian risiko strategis Pemerin tah Daerah dibuat oleh Unit Manajemen 
Risiko disampaikan kepada Korni te Eksekutif dengan tembusan kepada 
Unit Pengawasan. Laporan pclak sanaa n penilaian risiko strategis dan 
operasional Perangkat Dacrah dibuat oleh Unit Pemilik Risiko 
disampaikan oleh UPR eselon 2 kepada Komite Eksekutif melalui Unit 
Manajemen Risiko dengan tembusan kepada Unit Pengawasan. 
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 
Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang 
terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 
(Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daera' 1 

IV. PELAPORAN 
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah 
Daerah dan Perangkat Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan 
pengendalian risiko Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan 
Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah 
oleh Bupati didelegasikan kepada Inspektorat yang bertindak 
sebagai Unit Pengawasan 
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 
pengelolaan risiko tclah dilu k u k an sesuai dengan ketentuan sejak 
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian 
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai 
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan 
menetapkan mekanismc pemantauan atas pelaksanaan 
pengendalian sesuai infra st ruktu r pengendalian yang telah dibuat. 
Pemantauan atas kcgiatan pengendalian bertujuan untuk 
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan 
dapat menggunakan Lampiran II Fonnulir 16. 

b. Pemantauan kejadian risiko 
Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah 
teridentifikasi, maka Perncr intah Daerah dan/ atau Perangkat 
Daerah perlu membuat cata tan mengenai kapan risiko terjadi (risk 
event) dan dampak yang tcrjadi, serta pelaksanaan RTP dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas 
pengendalian yang telah dilaksanakan, Fonnulir pencatatan kapan 
terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Lampiran II 
Fonnulir 1 7. 
Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap 
tingkatan, pemantauan dalarn bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab 
Pengawasan Pengelolaan Risiko. 
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KO ADI SANTOSO, SH .. M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 1 9680908 199803 1 0 3 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

MANSUR HIDAYAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

C. Pelaporan berkala pemantaua n pe nge lolaan risiko oleh Unit Manajemen 
Risiko 
Laporan triwulanan dan tahunan kcgiat~m pemantauan pengelolaan risiko 
disusun oleh Unit Manajemen Risi 'O yang disampaikan kepada Komite 
Eksekutif. Contoh bentuk laporan disaji an dalam Lampiran II Laporan 3. 

8. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. 
Pelaporan untuk tingkat Entita .. Pr mer int ah Daerah dikoordinasikan oleh 
Unit Pemilik Risiko Pemerintah Dacruh , .. .edangkan untuk tingkat strategis 
Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pernilik Risiko erangkat Daerah. 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 
1. Laporan tingkat Unit Kerja. e-liput i: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh set ia L nit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Lnit erja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daer.ih. meliputi: 
a. Laporan Risiko dan RTP t ingka t strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional se s uai clengan urusan yang ditangani oleh 
setiap Perangkat Daerah Triwulunan; 

b. Laporan Risiko dan RTP t ingka t strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah dan Operasion.il Pe-r.ingkat Daerah sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Pe-rangkat Daerah Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Dnvrah, meliputi: 
a. Laporan Kompilasi seluruh Ur usun Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan; 
b. Laporan Kompilasi selur uh Uiusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Tahunan. 
Laporan Berkala Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah dibuat 
oleh Unit Manajemen Risiko dis.imp. ikan kepada Komite Eksekutif 
dengan tembusan kepada Unit Pe ngawa san. Laporan Berkala Pengelolaan 
Risiko strategis dan operasional Perangkat Daerah dibuat oleh Unit 
Pemilik Risiko disampaikan oleh LPR eselon 2 kepada Komite Eksekutif 
dengan tembusan kepada Unit Manajernen Risiko dan Unit Pengawasan. 
Contoh bentuk laporan disajikan d.ilam Lampiran II Laporan 2. 

perlu dibicarakan dengan Kc-pula Perangkat Daerah dan pihak yang 
terkait. 
Contoh bentuk laporan disajikan dulam Lampiran II Laporan 1. 
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( 

0 PERTANYAAN /KUESIONER 
JAW ABAN RESPOND EN (R) SIMPULAN 

Rl -1 
1<2 f<3 R4 RS R6 Modus KUESIONER 

CEE 
a b c d 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILA! ETIKA MEMADAI/KURANG 
' . ME MAD AI 

1 Pegawai mendapatkan pesan 1/2/ J /4 l s] ' 1 2 31 .. 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 Memadai/ Kurang 
integritas & nilai etika secara rutin Memadai 
dari pimpinan instansi (Misalnya 
keteladanan, pesan moral dll) 

2 Pemerintah Daer ah tel ah memilik 1/2/ l/4 ! 2 ' - ./l1 l 1 /2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 Memadai/ Kurang 
aturan perilaku (misalnya kode etik, Memadai 

pakta integritas, dan aturan perilaku 
pegawai) yang telah dikomurnkasikan 
kepada seluruh pegawai. 

3 Telah terdapat fungsi khusus di 1/2/ 1/4 : 2 I · -I 1/ I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 Memadai/ Kurang 
dalam instansi yang melayani Memadai 
pengaduan masyarakat atas 
pelanggaran a tu ran perilaku / kod e 
etik. 

-2 -~ -- -- 4 Pelanggaran a tu ran perilaku/kode 1 /2/ /4 - \/ I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 Memadai/ Kurang 
etik telah ditindaklanjuti Memadai 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI ; MEMADAI/KURANG 
ME MAD AI 

1 Standar kompetensi setiap 1/2/ l/4 2 \ . 1 2 '3/- 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
pegawai/posisi jabatan telah Memadai/ Kurang 

ditentukan Memadai 

- - - 
2 Pegawai yang kompeten telah 1 /2/ 4 2 .. 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 Memadai/ Kurang 

secara t pat mengi i posisi/jabatan Memadai 

3 Pemerintah Daerah telah memiliki 1/2/.' /4 =t.:: 1-2 .'/' 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
dan menerapkan strategi peningkatan Memadai/ Ku rang 

kompetensi pegawai Memadai 

f 
- - - - - - - 

Pemerintah Kabupaten Pemalang Pemerintah Daerah 

Formulir 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan 
Pengendalian In tern 
Control Environment Evaluation (CEE) 

A. Formulir Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pemalang 

FORMULIR DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATE PEMALANG 

L MPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR J.R. TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PEMALANG 
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NO PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN 
Rl I R.' K3 R4 RS R6 Modus KUESIONER 

CEE 
a b c d 
4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan 1/'2/ .t- '. 2 : -/ l/ I 1/2/3/4 1/2/3/4 I /'L/'J/4 

risiko, baik pelatihan khusus maupun Memadai/ K urang 

pelatihan terintegrasi secara berkala. Memadai 

c KEPEMIMPlNAN YANG KONDUSIF I MEMADAI/KURANG 
-. MEMADAI 

1 Pimpinan telah menetapkan 1/21 l/4 l 2 ' - I I; I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
kebijakan pengelolaan risiko yang Memadai/ Kurang 

memberikan kejelasan arah Memadai 

pengelolaan risiko 

2 Pimpinan menerapkan pelelolaan 1/2/ l/4 1 '2 l , . .! I 31 I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
risiko dan pengendalian d am Memadai/ Kurang 
pelaksanaan tugas dan pengambilan Memadai 
Keputusan 

3 Pimpinan membangun komunikasi 1/2 :; c, ' L l1 I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
yang baik dengan anggota organisasi Memadai/ K urang 

untuk berani mengungkapkan risiko Memadai 

dan secara terbuka menerima/ 
menggali pelaporan risiko / masalah 

4 Gaya pimpinan dapat mendorong 1/2/ l/4 I 12 , - : .!./31-l 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
pegawai untuk meningkatkan kinerja Memadai/ K urang 

Memadai 

5 Pimpinan menetapkan Sasaran 1/2, \f'- I,. l1 I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
strategis yang selaras dengan visi dan Memadai/ Kurang 

misi Pemerintah Daerah Memadai 

6 Rencana/ sasaran strategis 1/2/ l/4 I 12 l - . .!/l/-l 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
Pemerintah Daerah telah dijabarkan Memadai/ Kurang 

ke dalam sasaran Perangkat Daerah Memadai 

dan tingkat operasional Perangkat 
Daer ah 

- - - - -- 
7 Rencana strategis dan rencana 1 I 2 ,j ~ I, I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 

kerja Pemerintah Daerah telah Memadai/ Ku rang 
(cascading) menyajikan informasi Memadai 
mengenai risiko 

8 Pimpinan berperan serta dan 1/2/ l/4 112 l . -~-.!./l1-t 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
mengikutsertakan pejabat dan Memadai/ Kurang 
pegawai terkait dalam proses Memadai 
pengelolaan risiko 

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SE UAIDE GAN KEBUTUHAN . MEMADAI/KURANG 
' ME MAD AI 

1 Setiap Urusan telah dilaksanakan I /2, \/4 I " - I l I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
oleh Perangkat Daerah dan unit kerja Memadai/ Kurang 
yang tepat. Memadai 

2 Masing-masing pihak dalam 1/2/ 1/4 1 '2 I · : .!./ 11 I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
organisasi telah memperoleh Memadai/ Kurang 

kejelasan dan memahami peran dan Memadai 

tanggung jawab masing-rnasing 
dalam pengelolaan risiko 

- - - - - 
3 Pegawai yang bertugas di Perangkat 1 I 2 ,, t : I I 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 

Daerah merupakan pegawai tetap dan Memadai/ Ku rang 
bukan pegawai yang bersif at adhoc Memadai 

(sementara) . 

- 4 Adanya transparansi dan ketepatan 1/2/ J/<, 112 1 .. 1 .!./ 3, -t 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
waktu pelaporan pelaksanaan peran Memadai/ Kurang 

dan tanggung jawab masing-masing Memadai 

dalam pengelolaan risiko. 

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG J AB Y NG'JlEPAT MEMADAI/KURANG 
ME MAD AI 

1 Kriteria pendelegasian wewenang 1/2/ l/<'. } /2 \ . I .!f], -t 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
telah ditentukan dengan tepat Memadai/ Kurang 

Memadai I { 

f 
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NO PERTANYAAN /KUESIONER 
JAW ABAN RESPOND EN (R) SIMPULAN 

RI J,U RJ R4 RS R6 Modus KUESIONER 
CEE 

a b c d 

2 Pendelegasian wewenang dan 1/2; 3/4 .r: ' l s, 3 4 1/2/3/4 l/2/3/4 1/2/3/4 
tanggung jawab dilaksanakan secara Memadai/ Kurang 

Memadai 
tepat 

3 Kewenangan direviu secara periodik 1/2 l/- , _ l .'. 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
Memadai/ Kurang 

Memadai 

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SE T TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MEMADAI/KURANG 
MANUSIA MEMADAI 

1 Pemerintah Daerah tel ah mernilik 1 /2 3(· t • l .'. 3 4 1/2/3/4 1 /2/3/4 1/2/3/4 
Kebijakan dan prosedur pengelolaan Memadai/ Kurang 

Memadai SDM yang lengkap (sejak rekrutmen 
sampai dengan pemberhentian 
pegawai). 

2 Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun 1 /2 3/ · . I - ,_...! _ _,_- J 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
promosi pemilihan SDM tel ah Memadai/ Ku rang 

dilakukan dengan baik Memadai 

>- 
3 Insentif pegawai telah sesuai dengan 1/2 J/0:. I- l 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 

tanggung jawab dan kinerja Memadai/Kurang 
Memadai 

.__ T- >- - - 
4 Pemerintah Daerah telah 1/2 3/· .! 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 

menginternalisasi budaya sadar Memadai/ K urang 
risiko. Memadai 

5 Adanya pemberian reward 1/2 3/ · I- 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
dan/ atau punishment atas Memadai/ Kurang 
pengelolaan risiko (Misalnya Memadai 
mempertimbangkan 
pertanggungjawaban pengelolaan 
risiko dalam penilaian kinerja). 

- - - 6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, 1 I 2 3/ . I .!. 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
dan telah dipertimbangkan dalam Memadai/ Kurang 

perhitungan penghasilan. Memadai 

7 Instansi telah mengalokasikan 1/2 3/, . I- I . l 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
anggaran yang memadai untuk Memadai/ Kurang 

pengembangan SDM. Memadai 

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASA INT R PJ!)MERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI/KURANG 
ME MAD AI 

1 Inspektorat Kabupaten melakukan 1/2 3/ · I- 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
reviu atas efisiensi/ efektivitas Memadai/ Kurang 
pelaksanaan setiap urusan/program Memadai 
Secara periodik 

2 Inspektorat Kabu paten melakukan 1/2 3/ • : I.: 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
reviu atas kepatuhan hukum dan Memadai/ Kurang 
aturan lainnya Memadai 

3 Inspektorat Daerah memberikan 1 /2 3/ · t . 2 3 4 1/2/3/4 1 /2/3/4 1/2/3/4 
layanan fasilitasi penerapan Memadai/ Kurang 
pengelolaan risiko dan Memadai 

penyelenggaraan SPIP 

4 APIP telah melaksanakan 1/2 3/- :/_ l . 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
pengawasan berbasis risiko. Memadai/ Ku rang 

Memadai 

5 Temuan dan saran/rekomendasi 1/2 3/- . I - ' . 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
Pengawasan APIP telah Memadai/ K urang 

ditindaklanjuti. Memadai 

H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANIPEMfRi -'f TERKAIT MEMADAI/KURANG 
MEMADAI 

1 Hubungan kerja yang baik dengan 1/2 3/ , . I - ' . . 2 3 4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 
instansi/ organisasi lain yang Memadai/ Kurang 

memiliki keterkaitan operasional Memadai/l 
telah terbangun. 

------ ---- 

I 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh 
simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan 
"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur 
terse but yang "Kurang Memada? 1 

Kolom Modus 

Keterangan: 
Kolom c : diisi dengan jawaba n re sponden 
Keterangan Jawaban : 
1 Tidak setuju/belum ada/belum dibangun 
2 Kurang setuju/telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten 
3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa 

di tingka tkan 
4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat 

ditularkan ke organisasi lain 
Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan 

pengendalian tiap pertanvaan dan kesimpulan tiap sub 
unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap 
pertanyaan 
Merupakan nilai modus dari jawaban responden. Memadai 
apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan 
Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 
1 atau 2 

NO PERTANYAAN /KUESIONER 
JAWADAN RESPONDEN (R) SIMPULAN 

R: i<.' R1 R4 RS R6 Modus KUESIONER 
CEE 

a b c d 
2 Hubungan kerja yang baik dengan I /'2 3/ · I- : 2 3 4 1/2/3/4 l/'2/3/4 1/2/3/4 

instansi yang terkait atas fungsi Memadai/ Kurang 
Memadai 

pengawasan / pemeriksaan 
(inspektorat, BPKP, dan BPK) telah 
terbangun 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 
Keterangan : 
Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data 
Kolom c diisi dengan uraian ke lemahan jika berdasarkan data yang ada 
merupakan kelemahan, atau 
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/ kekuatan sesuai sub unsur pada 
lingkungan =:: 1 

Nama : Pemerintah Kabu pate n Pemalang 
Pemerintah 202X 
Daerah Tah un : Urusan Wajib ......... ··········· 

Penilaian: 
Urusan Pemerintahan 
No. Sumber data Uraiai Klasifikasi 

Kelernahan 
a b c d 

- --- -- - - 

--- ---- 

---- --- -- 

Formulir 2. CEE Berdasarkan Dokumen Kcndisi Kerentanan Lingkungan 
Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Pemalang 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Keterangan: 
Ko lorn a diisi dengan nomor uru t 
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen 
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 
dokumen 
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 
Kolom g diisi dengan simpulan se suai hasil penilaian awal dan survei 
persepsi, jika hasil antara penilaian awal clan survei persepsi bertentangan, 
maka lakukan pendalaman atau la kukan professional judgement untuk 
menyimpulkannya 
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan 

Nama Pemerintah Daerah .................. 
Tah un Penilaian ................ 

Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei 
No Sub unsur Persepsi Simpulan Penjelasan 

Hasil Uraian Hasil Uraian 
a b c d e f g h 

Formulir 3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern 
Pemerintah Kabupaten Pemalang 
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01 Pendidikan 22 Kebudayaan 

02 Kesehatan 23 Perpustakaan 

03 Pekerjaan umum dan penataan ruang 24 Kearsipan 

04 Perumahan rakyat dan kawasan 25 Kelau tan dan perikanan 
permukiman 

05 Ketenteraman, ketertiban umum, dan 26 Pariwisata 
perlindurigan masvarakat 

06 Sosial 27 Pertanian 

07 Tenaga kerja 28 Kehutanan 

08 Pemberdayaan perempuan dan 29 Energi dan sum berdaya mineral 
pelind ungan anak 

09 Pangan 30 Perdagangan 

10 Pertanahan 31 Perind ustrian 

11 Lingkungan hidup 32 Transmigrasi 

12 Administrasi kependudukan dan 33 Sekretariat Daerah 
pencatatan sipil 

13 Pemberdayaan masyarakat dan Desa 34 Sekretariat Dewan 

14 Pengendalian penduduk dan keluarga 35 Perencanaan Pembangunan 
berencana 

15 Perhubungan 36 Keuangan 

16 Komunikasi dan informatika 37 Kepegawaian 

17 Koperasi, usaha kecil, dan menengah 38 Pendidikan dan Pelatihan 
- --- - -- - 18 Penanaman modal 39 Penelitian dan Pengembangan 
- --- ---- - 

19 Kepemudaan dan olah raga -W Pengelolaan Perbatasan 

20 Statistik -+1 Pengawasan 

21 Persandian -+2 Kecamatan 

-+3 Kesatuan Bangsa dan Politik I, 
I 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka 
se bagai beriku t : 

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf se bagai berikut : 
RSP Strategis Pemerintah Daerah 
RSO Strategis Perangkat Daerah 
ROO Operasional Perangkat Daerah 

" 

Tingkat Tahun Jenis Entitas/ omor urut di Kode 
Risiko Pelaksanaan Risiko Perangkat Entitas/ 

Penilaian Risiko Perangkat Daerah yang Daerah 
Mcn ila: 

RSP 22 01 01 01 RSP.22.01.01.01 
RSO 22 02 0, 01 RS0.22.02.05.01 
ROO 22 03 2::"> 01 R00.22.03.25.01 

Formulir 4. Kade Risiko 
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01 Sekretariat Daerah .21 Satuan Palisi Pamong Praja 

02 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 22 Badan Perencanaan Pem bangunan 
Daerah Daerah 

03 Inspektorat 23 Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

04 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24 Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

05 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga 25 Badan Kepegawaian Daerah 

06 Dinas Kesehatan 26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

07 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk. 27 Badan Penanggulangan Bencana 
Keluarga Berencana, Pemberdax aan Daerah 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

08 Dinas Kependudukan dan Pencatata n 28 Kecama tan Am pelgading 
Sipil 

09 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 29 Kecamatan Bantarbolang 
Pemerintahan Desa 

10 Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan 30 Kecamatan Belik 
Terpadu Satu Pintu 

11 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Keci) 31 Kecamatan Bodeh 
Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan 

12 Dinas Tenaga Kerja 32 Kecamatan Comal 

13 Dinas Komunikasi dan Informatika 33 Kecamatan Moga 

14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penai aan 34 Kecamatan Pemalang 
Ruang 

15 Dinas Perumahan dan Kawasan 35 Kecamatan Petarukan 
Permukiman 

16 Dinas Perhubungan 36 Kecamatan Pulosari 

17 Dinas Lingkungan Hidup 37 Kecamatan Randudongkal 

18 Dinas Pertanian 38 Kecamatan Taman 

19 Dinas Perikanan 39 Kecamatan Ulujami 

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsi pan -+O Kecamatan W arungpring 

-·- - -- - 
-+ 1 Kecamatan Watukumpul f I 

, 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sc bagai berikut: 
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Nama Pernerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai : Periode RPJM D Tah u n ............... 

Surnber Data RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun ................ 

Tujuan Strategis 
RPJMD 

Penetapan kon teks 
Risiko Strategis 
Pernerintah Daerah 

N ama Perangkat 
Daerah terkait 

Sasaran RPJMD 

IKU Sasaran RPJMD 

Prioritas pernbangunan 
dan program unggulan 

Tujuan, Sasaran, 
IKU yang akan 
dilakukan 
penilaian risiko J \ 

Pernalang, .................. 
BUPATI 

........................... 

Formulir 5. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
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ama Pemerin tah Daerah : 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun . . ......... 

Urusan Pemerintahan : 
Perangkat Daerah yang Dinilai: 
Sumber Data Rancangan Awai Re n st ra Dinas , Badan/Perangkat Daerah 
Tujuan Strategis 

Sasaran Strategis 

IKU Renstra Perangkat !KU 202X 
Dae rah 

Informasi lain 

Tujuan, Sasaran, - 

IKU yang akan 
dilakukan penilaian 
risiko I I 

j 
Pemalang, ......................... 

Kepala Perangkat Daerah 

··························· 

Formulir 6. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah 
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--- --- 
Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
Perangkat Daerah yang Dinilai : 

--- ----- 
Sumber Data Renja Perangkat Dacra h . ...... ..... 

Tujuan Strategis 

Program Perangkat 
Dae rah (Renja 202X) 
dan Kegiatan Utama 

- ----- 

-- 

Keluaran/Hasil 
Kegiatan 

--- -- 

- - - - - - - 
lnformasi Lain 

- --- - - - 
Kegiatan, dan indikator 
keluaran yang akan 
dilakukan penilaian 
risiko ~, 

-- 
Pemalang, ......................... 

I 
Kepala Perangkat Daerah 

-- ~- ........................... 

Formulir 7. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah 
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Pemalang, . 
BUPATI 

Kolorn f di1s1 d('11g;111 Pcrnili k ri si ko . p1h.1k, u n it \·,111g l)('rL111!.!,gL111~~ 1;1\,,1h/ lwrk<'p(·111111g.111 u n t u k nw11g('l()J;1 rr-.ik o 
Kolorn g du ·1 dengan penyebab umbulnva rrsiko. Untuk m mpermudah identifikasi s bah risrko. seba h risiko bisa dikate-gor ikan ke dalarn : Man. MnnP!J. Method, Machine . da n Mate-rial 
Kolorn h d n s: clcng;rn su rnbcr r isiko (d-:-..,1cr11;il/1ntcrnul) 
Knlom i diisi denga C' (rnntrolbhl('), jikn 11 i kcrja marnpu u n uk mcngcridalikan pcny cbab risiko, ala UC [uncontrollublc] jik.r u nii kcrja t id ak rnarnpu mc ngc nda.lik.an ri sik.o 
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-b nar t rjadi. Untuk memp rmudah identifikasi dampak ri iko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: 
K uangan, Kinerja, Reputa i dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/t rk na dampak jika risiko b nar-b nar terjadJ , 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor uru t 

Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib bagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dcngan indikator kincrja LUJUan st.rat grs 
Kolorn d dusi dcngan uraian pcri st.rwa \ a nj; merupakan ri srk o 
Kolorn e du si d nga n Kode risiko 

R.isi.ko Schab Dampak 
No Tujuan/Sasaran Strategis/Progra.m lnctikator Kinerja Kode I Pihak Uraian Pemilik Ura.ian Sumber u Uraian ang 

Risiko Tcrkena 
a b 

; 
c d c f g h i j k .... .. ' 

I Tujuan: 

: Pemerintah Kabupaten Pemalang NamaPemda 
Tahun Penilaian 
Periode ang dinilai 
Urusan Pemerintahan 

Formulir 8. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
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Kepala Perangka t Dae rah 

Pemalang, . 

Kolorn g cJ1::, dcngan pcny cbu b LJJI bu lnya risiko. t.n ruk 1111·1111H-rrnucL1h 1<11·1111f1k;isi s(·b;il) ris iko s<·h,1li 11s1k<i l>is,1 dik;itq2,011k;1n l«: cL1L1m Mu11. Mrn1<'_lf. J\1<'11")(/. ,\1ucl1111<'. cl;in \!Lttt-ri,il 
Ko lor n Ii d11s1 ckng;rn surnlxr rrs rko (ck stc rn al y in tc r nnl] 

Kolorn I dm,1 deugan C, jika unit kcrja mampu u ni uk ruc ngcudu lika n pcny cbab ri siko, at.au UC jika u nit kcrja ida k rnarnpu mcnge ndn lika n rrsrk o 
Kolom j diisi d ngan uraian akibat yang ditimbulkan jika ri iko b nar-b nar terjadi. Untuk m mp rmudah iderrutikasi dampak risiko, dampak nsiko brsa dikaLegorikan ke dalam: 
K uangan, Kin rja, Reputasi dan Hukum 
Kolom k dii i dengan pihak/unit yang menderita/t rk na dampak jika risiko benar-benar terjadi {' 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib ebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolorn < rliisi dcngan ind ika tor kincrja tujuan straregis 
Ko loru <I diisi <kng;111 u ra i.u: pnisti\\';t y;111g rncru pn k a n ri siko 
Kulon c d11:--,1 dcngan Kodc r i siko 
l,0!<>111 I <111...,1 <k11g;111 Pcrn ihk 11s1k<>. p ih a k y u mt _,;111g lw1t;111ggt111g_1;1\\';1h/ lll'JK('()('llti11g;111 u n t u k rncng(·lob r isi k o 

IUSI.KO .::,coao ---- Uampak 
No Tujuan/ saran Strategis lndikator I 

Uraian Kodc p milik Uraian umber C/U Uraian Pihakyang 
Kinerja . c 

I Rjsiko Terkena 
a b - c d '"' e r - ··- g .. . - h I J k . 

Tu Juan 
Sasaran: 

: Kabupaten Pemalang Nama Pcmda 
Nama OPD 
Tahun P nilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan trategis Pemda 
Urusan Pcmenntahan 

Formulir 9. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah 
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Kepala Perangkat Daerah 

Pemalang, . 

Kolorn b dusi dengan nama Program, narna kcgratan, nama sub kcgiatan 
Kolom c diisi dengan indrkator tujuan/ sasaran sub kegiatan 
Kol om d diisi dengan tahapan sub kegiatan 
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom f diisi d ngan Kod risiko 
Kolom g diisi dengan P milik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkep ntingan untuk meng Iola risiko 
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk memp nnudah id ntifikasi bab risiko bisa dikat gorikan ke dalam: man, money, method, machine dan Material 
Kolom i diisi dengan sumber risiko (ek t mal/internal) 
Kolom j diisi d ngan C jika unit kerja mampu mengendalian risiko, atau UC jika unite kerja tidak mampu meng ndalikan risiko 
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempennudah id ntifikasi dampak ri iko, dampak risiko dapat dikategorikan k dalam: 
Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 
Kolom 1 diisi dengan pihak/unit yang terkena dampakjika risiko benar-b nar terjadi ! 1 

Kolo m a d iisi dcngan nomor urut 

Nama Pemda 
ama OPD 

Tahun Penilaian 
Period yang diniJai 
Tujuan tratcgi OPD 
Sasaran tratcgi OPD 
Urusan Pemcrintahan 

Risiko Sebab") Dampak"") 
No Program/Kegiatan/ ub lndikator Kodc C/UC ,. 

Pihakyang 
kcgiatan Keluaran Tahap Uraian Risiko PcmiJik Uraian Sumber Uraian Tcrkcna 

a b c d c f g h i j k I 
I r,,_ 

"<P'"'" 
$ub kep.lAO 

l Pl'OllJ1UD 

I I I 
1 

~- 
J J ________J__ I 

I l:::::::__ -- I I I 
j l 

I l r ! ~ I 

i I 1- I I 

~ •• 11 k,...l{tal•t1 
- 

' 
! I 1 l - - 

I I j 

Formulir 10. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 
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Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko yang terident ifikasi sesuai Formulir 8 dan Formulir 9 
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Formulir 4 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan modus dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan skala kernungkina berclasarkan modus skala kemungkinan yang 
diberikan peserta diskusi 
Kolom f diisi dengan hasil perkalian an ara ska la darnpak dan skala kemungkinan // 

BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

No. "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko Analisis Risiko 
., 

Skala Skala Skala 
Dampak Kemunzkinan Risiko ... _ -- --- 

a b c d e f= d x e 
- - - - 

I Risiko Strategis 
- -- 

1. 
2. 

- -- 
--- --- 

3. -- 
II Risiko Strategis Perangkat 

Daer ah - - --- - 
1. 

- -~- --- - 
2. 

- - - - - 
3. 
III Risiko Operasional 

Perangkat Daerah 
1. 

- 
2. - - -- --- 
3. -~- -- 

Nama Pemerintah Daerah 
Tujuan Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Formulir 11. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Keterangan 
Ko lorn a diisi dengan nomor uru t 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala risiko 
Kolom e diisi dengan pemilik risiko 
Kolom f diisi dengan penyebab 
Kolom g dii i dengan dampak 

Nama Pemda 
- - -- --- - 

: 
Tahun Penilaian : 
Tujuan Strategis : 
Urusan Pemerintahan : - 

No Risiko Prioritas Kode Risiko 
Ska a Pemilik Penyebab Dam pale l~1s1ko Risiko 

b 
- f a c cl e g 

I Risiko Strategis - --~ 
- - ,- - ... - 

1 
2 

- - !- -- - 
- ·- - ... - 

11 Risiko Strategis OPD ... 
- - -- - - 

1 
2 - 

III Risiko Operasional OPD ... - -- - 1 ., 
I' __ ..... _ -- ..._ - 

' 

Formulir 12. Kertas Kerja Daftar Risiko Priorit as 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

kct('r;111g;111. 

Kolorn a d ii s: de nga n nornor l1n11 

Ko lorn b d i i s: rlcng;in kondisi li nak u npa n penge ndalian va nr; ku rang rncrnadru 
Kolo m r d iisi de-nga n perba ikan y::ing a ka n dila ku kan 
Kolom d diisi dengan pihak/unit p nanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom e diisi dengan target waktu p nyelesaian RTP 
Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP 

No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang R ncana Tindak Peng ndalian Penanggungjawab Target W aktu Realisa i P nyelesaian 
Kurang Memadai Lingkungan Pengendalian Penyel saian 

•· 

a b c d f . 

I p n gakan Integritas dan Nilai Etika 
1 

II Komitmen Terhadap Komp tensi 
1 If 
2 I 

I II 
, 

Nama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian 

Formulir 13. Penilaian atas Kegiatan Peng ndalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas K 1 mahan Lingkungan Pengendalian (RTP 
atas CEE) 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

h.1 11 I, t ll .• ~· 11 l 

l,,>lcl!ll .1 d i is: ckng;111 111>1111>! u ru t 

lxolorn b d n si dc ngan n s1 k o priori t a s 
hulum L c.111::;1 dc ngan koclc n::;1 ·u 
Kolorn d d11s1 d ngan uraian p ngendlaian-pengendahan yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap udak hanya riarna ·up nya. Contoh ::,up Pernehharaan: Gedung diber sihkan 2 kah 
s hari 
Kolom e diisi d ngan alasan tidak efektif: 

I. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangai risiko yan terid ntifikasi, 
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 
3. Kebijakan belum diiku ti dengan prosedur baku yang jelas 
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 

Kolom f diisi dengan pengendlaian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengedalian 
Kolom h diisi dengan target waktu p nyelesaian RTP 

Nama P mda 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan P merintahan 

Kode Uraian Pengendalian Rencana Tindak p milik/ Targ t Waktu No Risiko Prioritas Celah Pengendalian P nangung Risiko yang Sudah Ada *) P ngendalian Penyelesaian 
Jawab 

a b c d e f g h 
I Ri iko Strategis 

1 
2 
II Ri iko Strategi Dinas ... 
1 

III Risiko ion al Dinas .. JI 
. 

p ra 
1 I 

I - 

()' 

Formulir 14. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Id ntifikasi Risiko) 

- 54 - 
jd

ih
.p

em
al

an
gk

ab
.g

o.
id



BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
I<olom b diisi dr-ngan kcginrnn pcngc dn lin n y:ing dibur u hkn n 
Ko lo m c dii~i <i<11g;i11 Mcdi;1/lk11tuk S.1r;111.1 f>cngkomun1k:1s1;1n 
1..:<>l()fll d diisi <k11g;111 r('J)\('di.1 i11f()JJ1),1<..;i 
Ko lo n: c: d11s1 <k11g.111 pcncrtrn.: 111f()J 111.1~1 
l..:olorn f diisi dl·11gc111 n·11cc111c1 wa k t u 1wl,1ks;rn;1;111 
Kolorn g d11::;1 dc11gJ11 rcal isa si wuk t u pcluk sunuun 
Kolorn ii d11::;1 dcrigan kct.cra nga n tarn Lal ia n, scpcrt.i kct.cra ngan Jan tindak Iunj u Lil) a , kcgia ta n dok u mcrn.as inyu , scrta kctcr, .. mgun lai1111) a 

Nama Pemda 
Tahun Perrilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

No Kegiatan Pengendalian yang Media/B ntuk arana Penyedia Informa i P n rima Ren can a W aktu R alisa i Waktu Keterangan 
Dibutuhkan P ngkomunikasian Informasi P laksanaan Pelaksanaan 

a b c d f g h 
1 ,, 
2 I 
3 
4 

Formulir 15. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Kolm :1 d n s: rlrng,1n nomnr unit 

Kolom u d n si cleugan kcgiaLall pcngcclalian yang dibu t.u h k .. rn 
l,<>l1ir111 <lr1s1 <kr1g;111IH·r1ttrk111J1·todt· pt·11111;1t;1t1;ir1 \,1llg d i pc-rl u k ar: 

hulum J J11s1 dc nga n pcu anggu ng jawab pcmu ntu uu n 
ho lorn c d 11 si den gc1 n Wd kl u pe lak sa nacu1 pc mc:111 ta uc111 

Kolom f diisi d ngan r ncana waktu pelak anaan 
Kolom g diisi d ngan k t rangan tambahan, s p rti k terangan kegiatan p mantauan (sudah efektif atau b lum), p laksanaan monitonng, p ndokurnentasran. p ndistribusian dan 
keterangan lainnya 

Nama Pemda 
Tahun P nilaian : 
Tujuan Strat gi 
Urusan Pemerintahan 

B n uk/Metod P mantauan P nanggung Jawab R ncana 
R alisasi W aktu No K gia an P ngendalian yang Waktu K t rangan 

Dibutuhkan yang Diperlukan Pemantauan Pelaksanaan P lak anaan 

Pemantauan 
a 6 b c d e f g 
1 fl 
2 I 
3 I 
4 "' 
5 
6 

Formulir 16. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan 
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BUPATI/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

l<ctcr~ng;rn 
Kolom ::l diisi de ngan nomor unit 

Kolom b diisi d ngan ri iko yang teridentifika 
Kolom c diisi d ngan kod risiko 
Kolom d diisi dengan tanggal t rjadinya risiko pada tahun k jadian 
Kolom e diisi d ngan p nyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun b rjalan 
Kolom f diisi dengan dampak p ristiwa risiko pada tahun b rjalan 
Kolom g dii i dengan k terangan tambahan 

.1s.1l.tl. l•'1s1h, I,, 111 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

K jadian Risiko 
No "Risiko" yang T ridentifikasi Kod Risiko Keterangan RTP R ncana Realisa i K t rangan 

Tanggal t rjadi S bab Dampak 
P laksanaan P laksanaan RTP 

RTP 

a b c d e f g h i j k 
I Risiko Strategis Pemda 

1 
2 

MasaJah/Risiko Baru: 

II Risiko Strategis Oma ... 
1 

? 
l\l..t!:>..tl,d1/R1s1hu fLr l I I 

I I I 
I Ill l,'.1s1h.o ( lpl r.1s1u:. .: '. )1Jl,lS. I 

I I 

I 11 1 I i I I t l l ~ 

Formulir 17. P n atatan Kejadian Risiko (Risk Ev nt) dan Pelaksanaan RTP 
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III. PENILAIAN RISIKO DA RE CANA TINDAK PENGENDALIAN 
A PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN 

Bagian ini berisi ten tang pe ne tapan konteks strategis Pemerintah 
Daerah, dimana Pr rne ri n tuh Daerah dapat memilih beberapa 
urusan wajib/pilihan dcngan mempertimbangkan urusan 
prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau 
pertimbangan profesional lainnva. 

B. HASIL IDENTIFIKA I RISI KO 
Bagian ini berisi hasil d isk u si unit pemilik terhadap atribut­ 
atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, 
sumber risiko, sifat pe nycbab risiko apakah dapat dikendalikan 
(controllable) atau tidak da pat dikendalikan (uncontrollable) oleh 
pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) 

C HASIL ANALISIS RISI KO 
Bagian ini berisi skala risiko. matriks risiko, Hasil Analisis Risiko 
sesuai Urutan Kategori se rt a RTP yang merupakan hasil dari 
analisis dampak dan kcmungkinan dari risiko yang sudah 

diiden =: 

Bagian ini berisi hasil pcn ilaian awal dan hasil survei persepsi, 
yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan pada Pernerintah Daerah. 

B. RENCANA PERBAIKAN LI. CrKUNGAN PENGENDALIAN 
Bagian ini berisi strategi vans; akan dilakukan guna memperbaiki 
Lingkungan pengendalian va ng mendukung penciptaan budaya 
pengelolaan risiko di Pcrncrint.ah Daerah. 

PE CrENDALIAN YANG DIHARAPKAN 
PENCENDALIAN SAAT INI 

PERBAIKAN LINGKUNOA 
A KONDISI LINGKUNOA 

I I. 

I. PENDAHULUAN 
A LATAR BELAKANG 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan 
risiko serta garnbaran urnum kebijakan pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah. 

B. DASAR HUKUM 
Bagian ini berisi perat uran-pcruturan ataupun kebijakan baik 
yang berasal dari pernerintah pusat, instansi terkait ataupun 
peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah baik kcbijakan perencanaan sampai ke 
pelaporan pengelolaan risiko 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan 
risiko di Pemerintah Daerah. 

D. RUANG LINGKUP 
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep 
dan konteks pengelolaan risiko Pernerintah Daerah. 

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIA RISIKO PEMERINTAH 
KABUPATEN PEMALANG ATAU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
PEMALANG 

Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Pe nilaian Risiko Pemerintah Kabupaten 
Pemalang atau Perangkat Daerah Ka bupate n Pemalang 

8. Laporan Pengelolaan Risiko Di Lingk ungan Pemerintah Kabupaten Pemalang 
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Lampiran 
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP 
serta pengkomunikasian dan monitoringnya/1 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

VI. PENUTUP 
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko 
Unit Pemilik Risiko. 

V. RANCANGAN PEMANTAUAN 
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan 
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalanefektif. 

IV. RANCANGAN INFORMASI DA .. l(OMUNIKASI 
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang 
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian 
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 
diinginkan. 

D. PENGENDALIAN YA G SUDAH DILAKUKAN 
Bagian ini berisi hasil idcntifikasi terhadap pengendalian yang 
sudah ada di Pemerin tah Dae rah yang terkait dengan risiko yang 
diprioritaskan untuk ditanga ni (dikelola) dari hasil analisis risiko. 

E PENGENDALIAN YAN(} MASIH DIBUTUHKAN 
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih 
dibutuhkan atau perlu clibangun untuk masing-masing risiko 
prioritas urusan wajib / pilihan karena masih ada celah 
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. 
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IV. MONITORING RISIKO DAN l~TP 
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan 
RTP, keterjadian risiko, pclak sa nuan RTP dan kegiatan pemantauan 
RTP pada triwulan terse but dan dari hasil monitoring ini juga 
dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk 
periode triwulan +: 

Ill. HAMBATAN PELAKSANAA kECI TAN 
Bagian ini berisi uraian clan analisis hal-hal yang menjadi kendala 
atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal­ 
hal yang menyebabkan t erjadinva gap antara rencana dan realisasi 
kegiatan pengelolaan ri iko Pemerintah Daerah. 

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN 
RISIKO PEMERINTAH DAERAH. 
A Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

Triwulan I/ II/ III/ IV 
Bagian ini berisi kegia tan- kegiatan pengendalian terhadap risiko 
yang direncanakan pada periode iriwulan tersebut. Bagian inijuga 
dapat berisi pemutakhir..n risiko dan RTP dari periode triwulan 
sebelumnya. 

B. Realisasi Kegiatan Pen °elolaan Risiko Pemerintah Daerah b 

Triwulan I/ II/ III/ IV 
Bagian ini berisi kegia tan - kegiatan pengendalian terhadap risiko 
yang dilaksanakan pada periodc triwulan terse but danjuga uraian 
mengenai gap yang terjad i an tara rencana kegiatan pengelolaan 
risiko dengan realisasinyu. 

I. PENDAHULUAN 
A Latar Belakang 

Bagian ini berisi la tar be lakang penyusunan laporan pengelolaan 
risiko serta gambaran um um kebijakan pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah. 

B. Dasar Hukum 
Bagian ini berisi peraruran-pcraturan ataupun kebijakan baik 
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun 
peraturan daerah yang me njadi dasar pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke 
pelaporan pengelolaan risiko 

C Maksud dan Tujuan 
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan 
risiko di Pemerintah Daerah. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian ini berisi penjelas.in hal-hal yang menjadi batasan konsep 
dan konteks pengelola.m ri siko Pemerintah Daerah. 

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO 
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG ATAU PERANGKAT DAERAH 

KABUPATE'.\J PEMALANG 

Laporan 2. Laporan Triwulan l / II III/ I\' Pengelolaan Risiko Pemerintah 
Kabupaten Pemalang 
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KEPALA PERANGKAT DAERAH 

V. PENUTUP 
Bagian iru menjela ka n simpulan atas capaian penerapan 
pengelolaan risiko Unit Pcm ilik Risiko serta strategi yang akan 
dilakukan sebagai tindak la nj u t dari monitoring pengelolaan risiko 
pada periode ini sebagai pcr baikan untuk penerapan pengelolaan 
risiko periode selanjut nya guna meningkatkan kinerja Pemerintah 
Daerah.{f 
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Pembina Tingk t I 
NIP. 19680908 l g9303 l 003 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap Salinan sesuai deng aslinva 

Plt. KEPALA BAGlAN HUKUM 
SETDA KABUPATE EMAL G 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

LI\ IT 1A ~AJEMEN RISIKO 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi CPI~ Bagian ini berisi rekomendasi, saran, 
ataupun feedback atas kendala d a n harnbatan yang dilaporkan oleh UPR 
serta rekomendasi strategis mau pun trknis dari hasil pemantauan 

C. Monitoring terhadap Pengelolu.in l~1siko dan RTP oleh UPR 
Bagian ini berisi mekanisme clan ha sil pemantauan atas pelaksanaan 
pengendalian sesuai infrastruktur pcnuendalian yang telah dibuat serta 
analisis hasil pemantauan unt uk rnernastikan bahwa pengendalian yang 
telah dirancang, telah dilaksn n.ikan dan berjalan secara efektif. 
Pemantauan dilakukan t er .idup kegiatan pengendalian yang 
dibutuhkan, bentuk/metode pern.mtauan yang diperlukan, penanggung 
jawab pemantauan, waktu pelaks.uiaan pemantauan, realisasi waktu 
pelaksanaan, dan hal-hal ln in nv a ) ang terjadi dalam pemantauan 
kegiatan pengendalian. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi analisis terhaclap gap rencana dan realisasi pengelolaan 
risiko oleh Pemerintah Daerah d,111 hal-hal yang menjadi kendala yang 
dilaporkan oleh UPR kepada unit peng.rwasan. 

A Rencana dan Realisasi Kegi.u an 
Bagian ini berisi uraian re ncu nn dan realisasi pengelolaan risiko 
terutama tentang kegiatan pcngt nclalian yang akan dilakukan dan RTP 
oleh Pemerintah Daerah ) ang dilaporkan oleh UPR kepada unit 
Pengawasan. 

LAPORAN SEMESTER 11 II L :-JIT :viANAJEMEN RISIKO 
PEMANTAUAN PENGE OL \t\ RL .. IKO PEMERINTAH 

DAERAH PEMERINTAH Pl~<>VI SI JAWA TENGAH 

Laporan semesteran dan tahunnn kegiatan pemantauan pengelolaan 
risiko disusun oleh Unit Mannjenun Risiko yang disampaikan kepada 
Komite Eksekutif dengan contoh outline sebagai berikut: 

Laporan 3. Laporan Semester l/11 L1ni1 Manajemen Risiko Pemantauan 
Pengelolaan Risiko Pemerintah Dar-rah Pc erintah Provinsi Jawa Tengah 
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